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ABSTRAK 

Sebagian besar dana yang digunakan dalarn bidang 

perekonomian berasal dari kegiatan usaha perbankan yang 

menqumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkannya dengan 

pemberian kredit kepada masyarakat yang membutuhkannya~ 

Perbankan dalam rnelakukan kegiatan usahanya tersebut 

berpedornam dengan prinsip kehatian-hatian. Bank-bank 

sebagai penghimpun dana masyarakat dari nasabah penyimpan 

dana (seper:ti antara lain tabungan dan deposito) dan 

sebagai penyalur dana kepada nasabah debitur haruslah 

terlindung hukum~ Dengan harapan unt•1k perlindungan 

1ikemudian hari pemerin::ah berasaskan keadilan, 

keseimbangan serta untuk rnendapatkan kepastian hukum telah 

rnengeluarkan Undang-undang Nornor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen {Undang-undang Perlindungan Konsumen) 

pada tanggal 20 April 1999 dan berlal:u effektif pacta 

tangqal 20 .\pril 20C:J. Undang-Undar,g l?erlindungan r<onsurnert 

tersebut diharapkan dapat melindungi kepentingan nasabah 

se:bagai konsumen misalnya dari seg-i dokumen yang berhubngan 

dengi',n kepeni tingan antara debitur dan bank sepert.i 

Perjanjian Kredit. Perjanjian Kredit yang akan memuat hak 

dan kewajiban dari bank dan debitur diharapkan mernuat asas 

keseimbangan antara kebutuhan debitur dan bank. 

Ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-undang 

Perlindungan Konsumen dlharapkan dapat diirnplementasikan 

dalarn klausula-klasula baku yang termuat dalam formulir 

Perjanjian Kredit. 
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A. I,atar Belakang 

BAB I 

PENDABULUAN 

Sejak pemerintah rnengeluarkan deregulasi dibidang 

perbankan atau yang diken3l dengan Paket kebijaksanaan 1 

Juni 1983 C"Pakjun 83#} yang kemudian disusul dengan Paket 

kebijaksanaan Oktober 1988 {"Pakto 1988") dimana melalui 

deregulasi tersebut pagu kredit dihapuskan dan bank-bank 

umum dibebaskan untuk menetapkan suku bunga. KeJ.eluasaan 

mendirikan bank diberikan oleh pemerintah sehingga jumlah 

dari kantor-kantor cabang bank bertambah pesat. Implikasi 

dari paket-paket deregulasi tersebut ~bagi bisnis perbankan 

{dengan jumlah bank sekitar 240 buah dan sekitar 5900 buah 

kantor cabangnya i adalah persaingan taj am yang tidak 

seimbang (unfair compitition), kurangnya sumberdaya manusia 

yang profesional dalam perbankan, kurangnya efisiennya 
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manajemen, dan yang paling mernprihatinkan rnunculnya kredit 

bermasalah yang cukup besar1 Sejak Pakjun 83 dan Pakto BB 

yang diikuti dengan berbagai deregulasi berupa paket 

kebijaksanaan di bidang perbankan yang dikeluarkan 

pemerintah bertujuan untuk membentuk bank yang independen. 

Dengan demikian Lembaga Perbankan diharapkan dapat 

meroberikan partisipasinya kepada pembangunan naslonal; 

khususnya yang terkait dengan bidang perek:onomian tidak 

dapat terlepas dari sektor per;,ankan. Hal ini disebabkan 

sektor perbankan merupakan lembaga yang mendukung 

pembiayaan terhadap sektor-sektor ekonomi yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung tersebut. Bank secara 

operasional membantu melancarkan dan memberikan dukungan 

keuangan kepada para konsumen dalam menajalankan usahanya 

schari-hari.; lebih jauh Bank juga dapat mendukung kebutuhan 

pembiayaan suatu usaha dengan memberikan fasilitas kredit. 

Menurut ketentuan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, jasa perbankan antara lain adalah menghimpun dana 

dari masyarakat berupa simpanan, giro, deposito berjangka, 

1 H. Moh. Tjoekam, Perkreditan Bisnis ill_! Bank Komersial. 
{Jakarta: Gramedia Pustaka Utamar 1999), Hal.S 
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sertipikat deposito1 tabungan dan bentuk lain yang 

dipersamakan dengan itu dan menyalurkan kembali ke 

masyarakat dalam bentuk kredit. 2 

Nasabah sebagai pihak yang menggunakan jasa perbankan 

dalam penulisan ini kami batasi pada Nasabah Penyimpan dan 

Nasabah Debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang 

menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan 

berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang 

bersangkutan sedangkan Nasabah Debitur adalah nasabah yang 

memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan 

Prinsip Syariah a tau yang dipersamakan dengan itu 

berdasarkan perjanjian antara Bank dengan nasabah yang 

bersangkutan tersebut. 3 

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang tiapat diperS?!nakan deZlgan itu, 

berdasarkan persetujuan atau lcesepakatan pinjam mem::.njarn 

antara bank dan pihak lain yang mewaj ibkan pihak peminjam 

' Undang-Undang Ten tang Perbankan. 1:10 No. 7, LN No. 31 Tahun 1992 
TLN No. 34/2 ps 6 ayat a dan b. 

; Undang-Ondanq Tentang Perbankan. UU No. 10 LN No. 182 Tahun 1998 
TLN No. 3790 ps. 1 angka 16~ 11 dan 18. 
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l 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga. 4 

Secara umum Bank diartikan a tau didefinisikan 

sebagai salah satu badan usaha lembaga keuangan {Lembaga 

Keuangan Bank) yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-

jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan 

modal ataupun dengan dana-daria yang dipcrcayakan uleh pihak 

ketiga dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran 

berupa uang Giral. 5 

Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia sebagai bank 

sentral di Indonesia roelakukan pembinaan dan pengawasan 

ba~k dan bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank 

sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, 

kualitas manajernen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, 

dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan 

wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip 

kehati-hatian. 0 

~ Ibid. ps. 1 angka 11. 

s O.P. Simorangkir. Dasar-Dasar ~ Mekanisme Perbankan. (Jakarta: 
Yograt, 19$3), hal. lB. 

6 UU No. 10 Tahun 1998, £E.cit. ps. 29 ayat 1 dan 2 .. 
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Berkaitan dengan prinsip kehatian-hatian tersebut 

jasa-jasa perbankan sebagai penghimpun dana masyarakat dari 

Nasabah Penyimpan dan sebagai penyalur dana kepada Nasabah 

Debitur haruslah terlindung hukurn. Sebagaimana pendapat 

H.J. Hamaker "Hukum adalah suatu refleksi dari pada 

kehidupan dalam masyarakat". 7 Dengan adanya kebutuhan 

masyarakat sebagai konsumen jasa perbankan maka bank akan 

menggariskan peraturan-peraturan yang dibatasi oleh undang-

undang perbankan namun secara internal bank tersebut 

mempunyai kekuasaan sendiri dalam mengelola Nasa bah 

Penyimpan atau Nasabah Debitur. 

Sebagai nasabah 1 debitur akan didudukan pada posi 

pihak- yang membutuhkan dana dalam kegiatan usahanya melalui 

peniliiayaan dari bank tersebut. Sebagai konsekwensi 

pelak~anaan pemberian kredit t~rsebut mer.gakibatkan terjadi 

hubungan hukum antara Nasabah Debi tur dan b.:mk yang akan 

dituangkan dalam kesepakatan bersama berupa perjanjian 

kredit. Perjanjian kredit merupakan suatu persetujuan yang 

sah antara bank dan Nasabah Debitur yang dalam ketentuan 

1 R. Mry. Mth. Soekawathy. Orient.(l.si I:"ilsaf~_t;: Hukum. (Yogyakarta: 
Med Point Offset 2Q01) hal.lO. 
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Hukum Perdata harus memenuhi persyaratan yai tu adanya 

kesepakatan dan kecakapan para pihak serta yang 

diperjanjikan adalah suatu pokok persoalan tertentu yang 

merupakan sebab yang tidak terlarang. 8 

Dengan terpenuhinya persyaratan ter.sebut perjanj ian 

dapat dipandang sebagai perjanjian yang sah dan mempunyai 

kekuatan hukum. Di dalam ilmu hukumr syarat kesepakatan 

para pihak dan kecakapan para pihak yang mengikatkan diri 

disebut syarat subyektif sedangkan syarat adanya suatu 

pokok persoalan tertentu dan suatu sebab yang tidak 

terlarang Jisebut dengan syarat obyektif. 

Suatu perjanjian yang dibuat tanpa memenuhi syarat 

subyektif, perjanjian tersebut dapat dikenakan syarat batal 

relatif, artinya bahwa perjanjian yang telah dibuat para 

pihak dapat dibatalkan satu pihak berdasarkan keberatan 

tidak dipenuhinya syarat subyektif. Tetapi selama 

B Kitab Undang-Undang ~!:!. ~ata {Burgelijk !,et-BoekJ 
dite~jemahk~n oleh R. Soebekti dan R, Tjitrosudibio, cet. 16 (Jakarta: 
Pradnya Paramitha, 1983), ps. 1320 yang berbunyi sebagai Ueri~ut : 
"Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
3. Suatu hal tertentu; 
4. Suatu sebab y.:ang halal." 
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perjanjian tersebut belurn dibatalkan oleh Hakim berdasarkan 

tuntutan salah satu pihak itu, perjanj ian tersebut masih 

mengikat para pihak, sedangkan suatu perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat obyektif maka perjanjian tersebut akan 

dikenakan dengan ancaman batal demi hukum,. artinya bahwa 

perjanjian yang telah dibuat tadi dianggap tidak sah atau 

hatal demi hukum dan dianggap perjanjian dianggap tidak 

pernah ada. 

Selanjutnya Pasal 1338 Kitab Undang-undang HukuM 

Perdata menentukan bahwa semua persetujuan yang dibuat 

sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai Undang-undang 

bagi mereka yang membuatnya. 9 

Pengertian asas kebebasan berkontrak tersebut di atas 

pada asasnya kepada para pihak djberi kebebasan untuk 

rr.cnentukan senriir~ isi pcrjanjianr serta bentuknya dan 

menentukan sendiri hukum yang berlaku, - namun Pasal 1337 

Kitab Undang-undang. Hukum Perdata tetap membatasi bahwa 

perjanjian dapat diperbolehkan membuat aturan sendiri 

, Ibid., ps. 1338 ayat 1. 
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I 

asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan 

dan ketertiban umum. 10 

Namun dernikian dalam praktek perbankan.. pe~janjian 

kredit sering se:kali memuat syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan yang sudah dibakukan. 

Menurut Prof. DR. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., 

"setiap bank menyediakan blanko (formulir, model) 

perjanjian kredit, yang isinya tela.h dipersiapkan terlebih 

dahulu {standaardform} . 11 Dalam hal ini berarti perjanjian 

kredit yang akan ditandatangani oleh bank dan Nasabah 

Debitur sebagai pemohon kredit dan akan disodorkan kepada 

Nasabah Debitur tersebut dengan memuat syarat-syarat dan 

ketcntuan-ketentuannya tidak didiskusikan dengan pernohon 

kredit sehingga perjanjian kredit rnerupakan forrnulir 

standar yang secara tidak langsung sebagai perjanjian 

standar atau perjanjian yang dibakukan. Perjanjian baku 

akan mengaklbatkan terjadi kondisi tidak seimbang dimana 

----·---

10 Ibid., ps. 1337 berbunyi sebagai berikut: "Suatu sebab ado:tlah 
terlarang, epabila diJ.arang oleh UndanguUndang ~tau apabila berlawanan 
dengan k.e.susilaan baik atau ketertiban wnum'~. 

11 Mariam Dazus Badrulzaman. Perjanjian Kredit ~ (Bandunq: 
Alumni, 1978) hal. 30. 
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Nasabah Debitur berada pada posisi yang membutuhkan 

fasilitas kredit akan menerima 

perjanjian kredit tersebut. 

klausula baku dalam 

Secara sederhana¥ perjanjian standar mernpunyai ciri-

ciri sebagai berikut 

a. Perjanjian dibuat secara sepihak oleh produsen yang 

posisinya lebih kuat dari konsumen. 

b. Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan 

lsi perjanjian. 

c. Dibuat dalam bentuk tertulis dan massal. 

d. Konsumen terpaksa rnenerima isi perjanjian k.3rena 

didorong oleh kebutuhan. 

Perjanjian standar yang dibuat oleh bank tersebut 

cenderung mengakibatkan kondisi Nasabah Debi tur dalam 

posisi yang lemah namun secara hukum telah te!"iklit dengan 

asas kebebasan berkontrak dimana hal-hal yang telah 

disepakati telah menjadi undang-undang bagi para pihak. 

Dengan adanya perjanjian baku tersebut secara 

tersirat Nasabah Debitur tidak mendapatkan keadilan dan 

keseimbangan. Hal tersebut membuka peluang pihak bank akan 

seterusnya bertindak sepihak. 
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Pemerintah !dalam mengatasi kemelut krisis ekonomi 

yang telah terjadi di Indonesia pacta tahun 1997 dimama 

kredit macet melanda dunia perbankan dan salah satu 

kebijakan Bank Indonesia adalah memberikan jalan keluar 

kepada Nasabah Debitur yang macet untuk merekstrukturisasi 

hutangnya. Dalam kondisi tersebut Nasabah Debitur tanpa 

disadarinya terikat dengan perjanjian baku yang beberapa 

syaratnya tidak melindungi Nasabah Debitur. Dengan harapan 

untuk perlindungan kepada nasabah yang berasaskan keadilan, 

keseim.bangan serta untuk mendapatkan kepastian hukum, 

pemerintah telah .mAngeluarkan Undang-undang Nomor 8_ Tahun 

1999 tentang Perlindungan Konsumen pada tanggal 20 April 

1999 ("UU No. 8/1999") dan berlaku effekt.if pada tanggal 20 

April 2000, konsumen sebagai pihak yang berada pada posisi 

lemah akan di linchmgi sf'cara yuridis. 

Kedudukan Nasa bah Debitur dalam UU No. 8/1999 dapat 

disamakan dengan pengertian Konsumen yaitu setiap orang 

pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia de lam 

masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri,. keluarga, 
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orang lain maupun makhluk hidup dan tidak untuk 

diperdagangkan. 12 

Nasabah Debitur merupakan Konsumen yang akan 

menggunakan jasa Pelaku Usaha1:J. Bank sebagai Pelaku Usaha 

akan memenuhi kebutuhan rnasyarakat yang akan menggunakan 

jasa dari bank antara lain meminjam uang dengan syarat-

syarat dan ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian kredit yang pacta umumnya memuat klausula 

baku/standar dari bank yang mementingkan kedudukan bank 

~ebagai kreditur. 

Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan 

syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan 

terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang 

ditunagkan dalarn suatu dokumen dan I atau perjanjian yang 

mE>ngikat dan lllajib dipenuhi oleh konsumen. 14 

12 Und~ng-Ond;:;.ng 'l'entang Perlindungan Konsumen. UU No.8 LN No.42 
Tahun 1999, TLN No.3821 1 ps.l ayat 2. 

ll Ibid., ps. 2. ayat: 3 berbunyi sebagi berikut: "Pelaku Usaha 
adalah setiap orang perseorangan ata1.' badan usaha 1 baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan badan hukurn yan9 didirikan dan berkedudukan 
atau rnelakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-sarn;;: melalui perjanjian menyelenggarakan 
keqiatan usaha dalam berbagai bidanq ekonomi. 

u Ibid., ps. 2 ayat HL 
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Guna memberikan perlindungan konsumen maka dalam 

Undang-undang Perlindungan Konsumen dimuat asas-asas 

perlindungan konsumen yang mencerroinkan asas manfaat, 

keadilan, keseimbangan 1 keamanan dan keselamatan konsumen, 

serta kepastian hukum yang terwujud dalam pasal 18 ayat 1 

UO No.l/1999 yang pada prinsipnya pelaku usaha dilarang 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian yang akan dilakukannya dengan konsumen. 

Penulisan ini hanya rnelihat topik pembahasan 

mengenai bank dalam roemberikan fasilitas kredit yang 

dikaitkan dengan kebiasaan bank mernberikan formulir 

perjanjian baku kepada nasabah tanpa mernberikan kesempatan 

untuk bernegosiasi mengenai klausula-klausula . yang 

tercantum sebagai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan 

dalam perjanjian kredit serta akan membahas hubungan antara 

Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur dengan bank dalam 

rangka menghirnpun dana dan meyalurkan dana melalui 

pemberian fasilitas ki:'edit. Perjanjian kredit yang memuat 

klausula baku yang bertt:!ntartgan dengan UU No.S/1999 akan 

mengakibatkan perjanjian kredit akan dinyatakan batal demi 

hukum oleh hakim. 
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' Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok dari 

pemberian fasilitas kredit sehingga apabila perjanjian 

kredit dibatalkan oleh hakim maka bank tidak dapat 

melakukan eksekusi agunan berdasarkan pengikatan agunan 

yang telah dibuat antara bank dan debitur. 

Selanj utnya dalam ketentuan perbankan ditentukan 

bahwa pemberian kredi t a tau pembiayaan berdasrl::an prinsip 

Syariah dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. 15 

B. Pokok Permasa1ahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apakah standar baku {standard form) perjanj ian kredi t 

yang dibuat Lembaga Perbankan dapat dibenarkan ? 

2. Bagaimana upaya Lembaga Perbankan dalam praktek untuk 

m.engak.:.rnodir ketentuan klausula baku yang diatur dalam 

UU No.8/1999? 

15 UO No.lO Tahun 1998, OE· E!l· Penjelasan ps.2. ayat a. 
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C. Metode Penelitian 

Dalam upaya mendapatkan data yang diperlukan untuk 

penelitian ini, dilakukan penelitian kepustakaan. Oimana 

dalam penelitian kepustakaan data yang akan dipergunakan 

znerupakan data sekunder, yang meliputi undang-undang, 

buku-buku dan hasil seminar. 

Adapun metode penelitian ini mempergunakan Penelitian 

Hukurn Normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas 

penelitian terhadap sistimatika hukum dan 

perbandingan hukum. 

Dalarn penelitian ini akan terdiri dari unsur-unsur: 

1. Sifat dan Jenis penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif; yang 

t1,1juannya rnengumpulkan data-data, baik berupa teori 

perjanjian maupun ketentuan yang mengatuY tentang 

klausula baku. 

2. Pendekatan. 

Pendekatan yang dipergunakan ada!.ah pendekatan yuridis 

normatif yang ditujukan pacta teori dan produk hukum. 

3. Tahap ~enelitian. 

Menginvetarisasi konsep-konsep, teori -teori dan 

pendapat-pendapat rnaupun ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang berkaitan dengan pengaruh UO No.S/1999 

terhadap k:.eberadaan perjanjian kredit bank yang akan 

dipakai untuk landasan pemikiran dalam rnelakukan 

analisis. 

4. Analisa Data. 

Digunakan 

tneliputi : 

daftar pus taka sebagai sumber utama, 

4.1. Bahan Hukum Primer, antara lain Undang-Undang 

Nomor:8/l999, Undang-undang Perbankan; 

4.2. Bahan Hukum Sekunder, antara lain berupa bahan 

seminar karya para ahli hukum; dan 

~. 3. Bahan Hukum Tertier, yai tu bahan-bahan yang dapat 

memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, 

indeks, dan seh~gainya. 

5. Sumber Pengumpul Data : 

5.1. Perpustakaan Fakultas Huku~ Universitas Indonesia, 

Karnpus Depok; 

5.2. Buku-buku pustaka dan hasil seminar. 
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0. Sistematika Penulisan 

Dalam penuli.san dan pembahasan tesis ini, penulis 

akan memaparkan dengan sistirnatika sebagai berikut : 

(i) dimulai dengan Bab I yang menjelaskan : (a) latar 

belakang permasalahan, antara lain sebab-sebab 

timbulnya permasalahan dan hal-hal yang menjad~ 

permasalahan, (b) pokok permasalahan, yang memuat 

perumusan permasalahar., (c} metode penelitian, yang 

meliputiti penelitian kepustakaan, dan [d) 

sistimatika penulisan. 

{ii) Bah II yang menjelaskan pembahasan, terdiri dari 

pengertian perjanjian kredit merupakan perjanjian 

yang sah menu rut ketentuan undang-undang dan 

perjanjian kredit seOagai perjanjian bakur serta 

membahas parmasalahan yang timbul dari perja~jian 

baku te.rsebut, yaitu adanya syarat-syaratnya tidak 

dinegosiasi kan terlebih dahulu dengan debitur 

sehingga tidak memnerikan perlindungan bagi debitur 

tersebut. Dalam Bab ini dimuat pernecahan permasalahan 

mengenai perjanjian kredit yang dibuat oleh lembaga 

perbankan telah disesuaikan dengan UU No. 8/1999 

sehingga diharapkan -perjanjian kredit dapat 
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memberikanperlindungan kepada 

17 

debitur dalam 

menandatangani perjanjian kredit. 

(iii) Bab rii ini yang mernuat kesimpulan terhadap 

permasalahan mengenai klausula baku yang baqaimana 

dapat dimuat dalam perjanjian kredit, sehingga dapat 

dibenarkan oleh UU No. 8/1999 dan bagaimana upa:Ya-

upaya lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan 

kepada debit;;rnya. Dalam bab ini juga dimuat saran 

penulis dalam rangka upaya untuk memberikan 

perlindungan debitur dalam perjanjian kredit. 
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KLAUSULA BAlW PALAM l.'ERJ.l\NJD\N KREDIT PENGAN J\PANYA UNDANG-

A. 

UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG I?ERLINPUNGAN KONSOMEN 

Perjanjian Kredit Sebaqai 
Antara Nasabah Debitur Dan 

Perjanjian 
Bank. 

Yang Menqikat 

Pengertian tentang perjanjian diatur di dalam buku 

III Kitab Undang-undang Hukurn Perdata memberikan pengertian 

perjanj ian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain 

a tau lebih. 16 Pengertian ini oleh beberapa ahli rnengandung J 

kelemahan yakni tidak lengkap dan terlalu luas )'an~ 1 

menyiratkan sesuatu hal yang sifatnya merupakan perbuataJ n 

t;; Kitab Undang-Undang ~ Perdata J!!!rgelijk Wet-Boek}, ~· cii t~ 
ps. 1313. 
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I 
hukum sepihak yakni memberikan kewajiban bagi salah satu 

pihak, hal ini dapat dilihat dari kalimat ~'satu orang atau 

lebihu, padahal perjanjian itu selalu merupakan perbuatan 

yang dilakukan oleh dufl pihak atau lebih yang akan 

menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. 

Setiawan memberikan pengertian mengenai "perjanj ian 

adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih 

sal ing mengikatkan dirinya terhadap satu orang a tau 

lebii1" , 17 sedangkan Subekti mernberikan pengertian perjanjian 

adalah "Suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada 

orang lain, atau dimana kedua orang itu berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal,u. 18 Sa trio berpendapat bahwa 

perjanjian adalah suatu tindakan hukum. Rumusan tindakan 

hukurn adalah "Tindakan-tindakan yang memberikan akibat 

hokum dan ak~bat hukum tersebut memang dikehendaki (pelaku 

atau para pelaku) atau dianggap dikehendaki oleh ia atau 

11 Setiawan, R. 1 Pokok-Pokok Hukum Perikatan. {Jakarta: Bina Cipta 
Press, 1971), hal, 49. 

Subekti, R.' ~ Perjanjian. (Jakarta: Intermasa, 1987), 
hal.l. 
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mereka yang melakukan tindakan hukum'" . 19 Semen tara Sudikno 

Mertokusumo berpendapat bahwa perjanjian adalah "Hubungan 

hukum antar dua pthak atau lebih berdasarkan kata sepakat 

at.au menimbulkan akibat hukum"20 • Dari pendapat ketiga ahli 

tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya unsur 

kesamaan dalam pengertian perjanjian yaitu adanya 

kesepakatan satu orang atau lebih untuk mengikatkan diri 

terhadap satu orang atau lebih untuk melakukan suatu 

perbuatan hukum yang dikehendaki dan perbuatan hukurn 

tersebut mempunyai akibat hukurn bagi kedua pihak tersebut. 

Selain daripada pengertian perjanj ian, dikenal juga 

asas suatu perjanjian yaitu' asas kebebasan berkontrak, asas 

ini secara tegas ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdata 

yang menyebutkan sebagai bsrikuT. : 

l. persetujuan yans dibuat 5ecera sah olen para pihak 

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka; 

'" Satrio~ J.f ~ Perjanjian JPerjanjian Pada Omumnya) {Bandung: 
Aditya Bakti, 19~2} hal. 11. 

~ 0 Sudikno Mertokusumo, 
(Yogyakarta: P. Liberty, 1986). 

Mengenal 
Hal. 97. 

{Suatu Pengantar). 
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2. persetujuan tidak dapat d
1
itarik kembali kecuali dengan 

kesepakatan mereka yang merubuat perjanjian tersebut; 

3. persetujuan dilakukan dengan didasarkan pada itikad 

baik. 

Selain asas yang tercantum dalam pasal 1333 tersebut, perlu 

diperhatikan pasal 1339 KOHPerdata yang menentukan bahwa 

selain para pihak tunduk ke~ada persetujuan yang mereka 

buat, para pihak juga terikat kepada asas kebiasaan, 

kepatutan dan undang-undang. 

Perjanjian Kredit menurut Hukum Perdata Indonesia 

merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam meminjam 

yang diatur dalam Buku Ketiga KUHPerdata 21
• Kata Kredit 

berasal d?ri bahasa Romawi yaitu 'credere¥, yang artinya 

percaya. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandungJ 

penge..:t~ian bailwa bank selak.u ~reciitur percaya meminjamkar:-1 

sejt.nolah uang kepada Nasabah Debi tur ,- karena Nasaba~ h 

debitur dapat d.'.,percaya kemampuannya untuk membayar luna :cS 

pinjamannya setelah jangka waktu yang di tentukan ·1 .. 

Perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Kitab Undan~~-

21 Muhammad Ojumhana, f\ukum Perbankan di Indonesi~. (Bandung: Cit .ra 
Aditya Bakti), hal.385. 
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undang Hukum Perdata menentukan bahwa pinjarn merninjam 

adalah perjanj ian dengan mana pihak yang satu memberikan 

kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang 

yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat-syarat pihak 

yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama 

dari macarn dan keadaan yang sama pula22
• Dalam perjanjian 

ini, pihak yang meminjam tidak boleh meminta kembali 

barang yang dipinjamkan sebelum jangka waktu yang 

diperjanjikan berakhir23
, sedangkan siapa yang menerima 

pinjarnan sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah 

dan keadaan yang sama dan pacta waktu yang ditentukan24
• 

Nengenai debitur dikenakan suku bunga dapat diperbolehkan 

oleh undang-undang untuk memperjanjikan bung a at as 

perninjaman uang atau lain barang yang menghabis karena 

22 ~ Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelill Wet-Soek}_!.. 2£-!.. 
cit., ps. 1'154. 

23 Kitab Ondang-Undang ~ Per~ (Burgelijk Wet-Boek/, 21?..:.. 
c~t" ps. 1759, berbunyi sebagai berikut: "Orang yang meminjamkan tidak 
dapat meminta kembali apa yang te:lah dipinjamkannya sebelum lewatnya 
waktu yang ditentukan dal.am perjanjian." 

z' ~ Undang:-Undang Hukum Perdata (BUt"gelij k Wet-Boek}, £E...:_ 
cit., ps. 1763. 
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oleh bankr 

pengertian barang yang menghabis dapat disamakan dengan 

uang yang diperoleh Nasabah Debitur dari bank yang 

wajib dikembalikan oleh 

Nasabah Debitur dengan jangka waktu dan suku bunga yang 

disepakati dengan syarat-syarat yang dituangkan dalam suatu 

perjanjian kredit. 

A.l. Perjanjian Kredit Sebagai Perjanjian Baku. 

Pada umumnya perjanjian kredit yang dipergunakan 

dalam perbankan dalam bentuk perjanjian standar atau baku. 

Pengertian baku disini dapat diartikan bahwa klausula yang 

terdapat dalam perjanjian tersebut dibuat secara sepihak. 

Bank dalam hal ini berpotensi sebagai pihak yang menentukan 

s.tara.t-syarat sebagai kew&Jibctn yang harus dipenuhi oleh 

Nasabah Debitur. 

23 ~ Undang-Undang ~ Perdata (Burqelijk Wet-Boek), ££,:. 
ill·, ps. 1765, berbunyi seb6!gai berikut: "Adalah diperbolehkan 
memperjanjik:an bunga atas peminjaman uang atau lain barang menghabis 
karena pemak:aian." 
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Perjanjian standar tersebut tidak memenuhi asas 

kebebasab berkontrak sebagairnana dimaksud dalam pasal 1338 

KUHPerdata mengingat bentuk perjanjian kredit adalah berupa 

formulir yang telah tercetak dan Nasabah Debitur yang 

berada dalam posisi pihak yang membutuhkan kredit. 

Pihak bank dalam hal ini berada dalam posisi yang 

kuat akan lebih rnementingkan keuntungan dari syarat-syarat 

yang diperjanjikan. Dengan ditandatanganinya perjanji.an 

kredit tersebut maka terjadi ketidakseimbang~n prestasi, 

hal 'tersebut akan mengurangi nilai kepastian hukum karena 

ctapat ditafsirkan tidak sesuai dengan asas kepatutan 

ataupun itikad baik dari pihak yang mengadakan perjanjian. 

Sekalipun keabsahan berlakunya perjanjian baku pada 

dasarnya memenuhi persyaratan sahnya suatu perjanjian 

mPnurut pasal 1320 KUH Perdata naroun dari berlakunya 

perj anj ian baku tersebut tim;,ul suatu permasalahan bagi 

pihak lain yang perjanjian tersebut berat sebelah. 

Ferjanjian berat sebelah adalah perjanjian yang memuat 

sya.rat da:1 ketentuan yang menguntungkan salah satu pihak 

saja (yaitu pihak yang mempersiapkan perjanjian baku 

tersebut) . 
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Dalam' Ki tab Undang-undang Hukum Perdata telah 

ditentukan asas hukum yang dipakai sebagai tolak ukur guna 

menentukan apakah suatu klausula dalam perjanjian baku 

merupakan suatu klausula yang secara tidak wajar sangat 

mernberatkan bagi pihak lainnya, yaitu : 

bahwa suatu kausa adalah terlarang, apabila kausa itu 

dilarang oleh undanq-undang atau bertentangan dengan 

moral atau dengan ketertiban umum. 26 

bahwa persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk 

hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi 

juga untc.k segala sesuatu yang menurut sifatnya dari 

persetujuan itu diharuskan oleh kepa-.::utan,. kebiasaan 

ar:au undang-undanqi1
• 

Kedudukan yang tidak seimbang antara bank dan Nasabah 

Debitur s~b~!"!a~r .. ya terdapat tendensi kearah tidak adanya 

26 Kitab Undang-Ondang ~ Peroata {Burgelijk Wet-Boek), .2£.:.. 
cit., ps. 1337. 

21 £e.. cit., ps. 1339 be.t·bunyi seOagai bed kut: "'Suatu perJaOJ l.an 
tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan 1:egas dinyatakan di 
dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat 
perjanjian, diharuskan oleh ke~tutanr kebiasaan atau undang-undanq. 
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perlindungan terhadap Nasabah Debitur, sehingga 

mengakibatkan ketidakpastian hukurn. 

Dengan dikeluarkannya UU No. 8/1999 yang diharapkan 

sebagai upaya yang' rnenjarnin kepastian hukum untuk memberi 

perlindungan kepada konsumen. Hal tersebut secara tegas 

dalam pasal 2 UU No.S/1999 ditentukan bahwa perlindungan 

konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbanganf 

keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum. 

Sesuai dengan spirit dan jiwa dari adanya UU 

No.B/1999 yaitu akan mencapai keseimbangan serta kepastian 

hukum maka undang-undang tersebut antara lain akan 

menuangkan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha 

ataupun persyaratan ketentuan klausula baku. 

Ketentuan pencantuman klausula baku di atur UU 

No.S/199~, yaitu sebagai berikut ; 

1. Pelaku usaha dalam menawaz:kan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperda~angkan dilarang mernbuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau 

perjanjian apabile : 

a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; 

b.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyez:ahan kembali barang yang dibeli konsumen; 
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c.menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak 

penyerahan kembali uang yang dibayark.an atas barang 

dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 

d. menyatakan pemberian kuasa dari konsurnen kepada 

pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak 

langsung untuk rnelakukan segala tindakan sepihak yang 

berkaitan dengan barang .yang dibeli oleh konsumen 

secara angsurani 

e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan 

barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli 

konsumeni 

oleh 

f.memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi 

manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen 

yang menjadi obyek jual beli jasa; 

g. menyatakan tunduknya konsurnen kepada peraturan ye.!lg 

berupa aturan baru¥ tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanj utan yang dibuat sepihak oleh pelaku 

usaha dalarn masa konsumen rnemanfaatkan jasa yang 

dibelinya; 

h.menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 

usaha untuk pembebanan hak tanggunganr atau hak 
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jaminan terhadap barang yang dibcli oleh konsumen 

secara angsuran. 

2. Pelaku usaha dila:rang mencantumkan kalusula baku yang 

letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat 

dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit 

dimengerti. 

3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku 

usaha pada dokumen atau pe.tjanjian yang memenuhi 

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 

dinyatakan batal demi hukurn. 

4. ~elaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang 

bertentangan dengan Undang-undang ini. 28 

.Ketentuan ini merupakan 

menganalisa hal-hal yang 

dasar 

menjadi 

bagi penulis 

klausula baku 

untuk 

dalam 

~erjanjian kreciit sebagai perjanjion baku yang memuat 

syarat yang tidak seimbang antara kebutuhan Nasabah Oebitur 

dan bank. 

'?$ UU No.8 Tah<.m 1999, .QI?_.cit., ps.lS. 
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A.2. Hubungan Antara Bank Dan Nasabah 

Sebelum pelaksanaan kesepakatan antara bank dan 

Nasabah Penyimpan untuk rnembuat suatu perjanjian kredit 

dalam rangka pemberian fasilitas kredit rnaka terlebih 

dahulu perlu diketahui apa yang mendasari ikatan perjanjian 

kredit tersebut. 

Dalam kai tan bank yang dapat dikategorikan konsurnen 

dalam UU No. 8/1999 adalah na.sabah yang menggunakan jasa 

perbankan yang antara lain adalah Nasabah Penyimpan dan 

Nasabah Debitur29
• 

Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang 

berperan dalam masyarakat sebagai pendukung perekonornian 

pacta umumnya berperan sebagai pen!beri jasa bagi Nasabah 

Penyimpan yang mempercayakan dananya disimpan pada bank. 

Nasabah Penyimpan 

dari bank 

r11emanfaatkan 

yang 

dana 

tersebut akan mendapat jasa bunga 

bersangkutan 1 dalam hal ini akan 

Nasabah Penyimpan tersebut dengan 

memberikan fasilitas kredit kep<:ida Nasabah Debitur dengan 

z9 UU No. 10 tahun 1998, 22· cit., ps. 1 angka 16; 17 dan 18. 
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jasa suku bunga yang besarnya di atas jasa suku bunga yang 

diberikan kepada Nasabah Penyimpan. 

Pengertian Kredit dalam perbankan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 

dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kcsepakatan 

pin jam meminjam an tara bank dan pihak lain 

yang mewajibkan pihak meminjam untuk 

utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian 

bung a. 30 

Pelaksapaan untuk pemberian kredit untuk pembiayaan 

usaha oleh bank berasaskan 

1. prinsip kehati -hatiaJ"I; 31 

2. bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa 

yang mendalam a tau itikad baik dan kemampuan 

bert a kesanggupan Nasabah Debitur untuk 

rnelunasi hutdngnya a tau mengembalikan pembiayaan 

lO OU No. 10 Tahun 1996, £2· cit,. ps. 1 angka 11. 

Jt OU No. 7 Tahun 1992, 2E· cit.~ ps. 2~ berbunyi sebagai berikut: 
"Perbankan Indcnesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi, 
ekonomi dengan mer..ggunakan prinsip kehati-hatian." 
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dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. 32 

Sebagai salah satu unit us aha, proses kegiatan 

perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit 

itu sendiri, yang berupaya Untuk : 

1. Memelihara keamanannya, y:'.litu bank harus menilai kembali 

nilai ekonorninya setelah jangka waktu tertentu sesuai 

dengan perjanjian. 

2. Penggunaannya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-

sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan 

perusahaan untuk rneningkatkan kinerja kegiatan usaha 

(performance) dan terbukti sampai pada obyek kredit. 

3. M8ndatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih 

kepada bank, debitur dan·otorita moneter~ sehingga mampu 

menimbulkan backward dan foreward linkage kepada 

masyarakat luas. 33 

11 OU No. 10 Tahun 1998, 2E. cit., ps. B ayat 1, berbunyi sebagai 
berikut: "'Dalam mernberikan k:redit a tau pembiayaan berda.sarkan pdnsip 
syari~ ah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan anlisis yang 
mendalam atas itikad dan k:emampuan serta kesanggupan nasabah debitur 
untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai 
ciengan yang diperjanjikan. 

n H. Moh. Tjoekam, 2£· cit., haL 3. 
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Mengingat dana-dana yang diberikan bank kepada 

Nasabah Debitur adalah modal bank itu sendiri ataupun dana 

Nasabah Penyimpan yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh 

yang bersangkutan maka bank dengan menggunakan prinsip 

kehati-hatian terlebih dahulu menganalisa rencana pemberian 

kredi t tersebut apakah dapat dipercayakan kepada Nasa bah 

Debitur tersebut atau tidak. 

Analisis k.redit tersebut bisa diperoleh melalui 

penilaian berdasarkan 5C Principles. 3~ 

Dalam menganalisa perr.berian suatu pemberian kredi t 

pada umumnya bank menqgunakan kriteria 5 C tersebut adalah 

sebagai berikut : 

1. Character ( sifat) 

Dalarn hal ini bank terlebih dahulu rnengenal subyek 

r.ukum calon debiturnya, misalnya nilai good will dari 

usaha yang akan diberikan modal usaha yang akan 

diinvestasikan. Pada umumnya ·bank akan meminta data

data legalitas dari badan bukum tersebut dan juga akan 

mempertimbangkan kemampuan pemilik usaha {pemegang 

:H H. Moh. '!'joekam, QE_. cit., hal. 94 
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saham} ataupun pengurus- dari kegiatan usaha badan hukwn 

tersebut apakah profesional dibidang usahanya ataupun 

mempunyai 

tersebut. 

pengetahuan 

2. Capacity {Kemampuan) 

dalam mengendalikan usaha 

Bank akan melakukan analisa keuangan dari calon debitur, 

misalnya untuk pengajuan jumlah fasilitas kredit yang 

akan digunakan sebagai modal kerja dalam rangka 

memproduksi barang ataupun sebagai investasi dalam 

rangka penanaman modal yang dalam jangka waktu tertentu 

baru dapat menghasilkan barangr bank akan menganalisa 

kernampuan cal on debitur dengan sumber-sumber 

·pendapatannya kemudian yang akan digunakan sebagai 

pengembalian kredit yang diperoleh dengan cara angsuran 

ataupun car~ tertentu ya~g disepakati antara bank dengan 

debitur. 

3. Capital (Modal) 

Analisa terhadap modal ini diharapkan untuk rnengetahui 

modal calon debitur yaitu dengan menghitung modal 

debitur yang tertanam pacta bisnisnya berikut tagihanrtya 

pada pihak lain sehingga bank dapat memperkirakan 

kebutuhan dari calon debitur. Bank harus mengetahui debt 
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to equity ratio,_ yait~ besarnya seluruh hutang debitur 

dibandingkan dengan seluruh mooal 

perusahaan serta likuiditas perusahaan 

solvabilitas dan profitabilitas) •35 

4. Collateral (Jarninan) 

dan cadangan 

{likuiditas,. 

Jaminan disini merupakan agunan, pengertian Agunan dalam 

perbankan adalah j aMi nan tambahan yang di:serahkan 

nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian 

fasilitas kredit atau pembiayaan dalam rangka prinS:ip 

Syariah. 36 Namun pada prakteknya pihak bank menjadikan 

agnnan sebagai pertimbangan dasar jumlah kredit yang 

akan diberikannya dan nilai market dari Agunan tersebut 

merupakan hal yang penting. Pada umumnya pemberian 

fasilitas kredi t dalarn bentuk investasi misalnya 

pembangunan pabri~, ~~rhadap tanah berikut bangunan 

pabrik tersebut akan diserahkan sebagai Agunan. Terhadap 

Agunan t.9:rsebut akan dilakukan pengikatan Agunan 

35 H. Moh. Tjoekam, .2£· cit., hal. 97. 

3' UU No. 10 Tahun 1998. £E.· cit. ps. 1 angka 23. 
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sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang sehingg~ 

bank mempunyai kedudukan preferen. 

5. Condition {Kondisi) 

Anali:sa yang dilakukan bank atas kegiatan usaha debitur 

yang akan dibiayai apakah masih didukung dengan 

kebutuhan masyarakat, sehingga produksi yang akan 

dihasilkan dari usaha debitur rnempunyai prospek pasaran 

yang hagus. 

Berdasaxkan uraian di atas, dapat diketahui bah·vta 

pacta prinsipnya bank dalam memberikan fasilitas kredit 

kepada debiturnya sangatlah selektif cian analisa kredit 

tersebut amat penting satu dan lain untuk kepentingan 

sebagai berikut 

1. bank dapat menentukan be::-bagai risiko yang akan 

dihadapi apabila fasilitas kredit diberikan kepada 

debitur dengan usaha yang akan dibiayai; 

2. bank dapat menilai jenis fasilitas kredit yang akan 

diberikan kepada d~bitur; 

3. bank dapat rnenentukan jumlah fasilitas kredit yang 

diberikan dengan pertimbangan risiko nilai jaminan yang 

akan mengcover hutangnya dikemudian hari apabila 

debitur tersebut wan prestasi; 
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I 
4. bank dapat menilai kemampuan debitur dalam 

mengembalikan hutang .sehingga jadwal pembayaran dengan 

jangka waktu tertentu dapat ditetapkan oleh bank~ 

Dengan adanya penilaian bank berdasarkan analisa 

kredit tersebut pada dasarnya bank telah melindungi. 

kerugian yang akan tirnbul akibat pemberian fasilitas kredit 

tersebut. 

Bank sebagai lembaga yang dipercaya oleh masyarakat 

untuk rnenghimpun dana rnasyarakat dari Nasabah Penyirnpan 

dan dana tersebut akan membiayai Nasabah Debitur sebagai 

sumbeL pemasukan bank yang utama adalah dari bunga dan 

provisi atas pemberian fasilitas kredit tersebut. Dengan 

demikian antara bank, Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur 

merupakan lingkaran yang keharmonisannya tetap dijaga tanpa 

l •. er;.;gi!--.aJJ satu sama lain. 

A.3. Pcranan Pemerintah Dalam Kegiatan Perbankan 

Pembinaan dan p"engawasan bank di.1.akukan oleh Bank 

Indonesial7
• Selain daripada pengawasan tersebut pemerintah 

37 UU. No. 10 Tahun 1998. ££· cit. ps. 29 ayat 1. 
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akan melindo.ngi nasabah bank untuk tetap mempercayai bank 

sebagai tempat penyimpan dana. 

Dalam mempertahankan kepercayaan nasabah tersebut, 

pemerintah melalui UO No.S/1999 melindungi kepentingan 

nasabah sebagai konsumen yang merupa kan sebagai landasan 

hukurn yang kuat dalam mengatasi permasalahan ketidakadilan 

yang dirasakan oleh nasabah sehubungan dengan penggunaan 

jasa perbankan tersebut. 

Dengan berlakunya UU No.B/1999, bank dituntut untuk : 

1. pemberian informasi yang benar, jelas dan jujur kepada 

nasabah berkaitan dengan jasa perbankan yang 

ditawarkan; 

2. perlindungan bagi nasabah dari segala ti.ndakan-tindakan 

bank yang menawarkan produk bank melalui cara-cara yang 

tidak benai atau rnenyesatkan; 

3. perlindungan untuk dapat memperoleh produk bank sesuai 

dengan yang dijanjikan dan ditawarkan; 

4. apabila dalam perjanjian tercantum klausula pembebasan 

tanggung jawab bank 1 maka klausula tersebuc harus 

diinformasikan secara jelas dan mudah dilihat. 
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Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan 

asas persaingan usaha yang sehat dengan tetap mernperha~ikan 

adanya keseimbangan antara bank dan kepentingan nasabah. 

Asas-asas yang harus dipatuhi bank selaku pelaku 

usaha dan nasabah sebagai konsumen adaJ,ah sebagai berikut : 

1. Asas keseirnbangan 

Dalam memasarkan produk yang dihasilkannya bank tidak 

berorentasi untuk mencari keuntunga~ dengan mengabaikan 

prinsip-prinsip berusaha yang benar, tanpa 

memperhatikan kedudukan nasabah sebagai pemakai jasa 

produk. 

2. Asas keamanan dan keselarnatan. 

Setiap nasabah berhak atas keamanan dan kesela·rnatan 

dirinya pacta saat menggunakan jasa perbankan yang 

ctitawarkan kepadanya oleh bank dengan itikad baik. 

B. Pembahasa.n {Analis:is) • 

Sebagaimana telah dipaparkan olah penulis bahwa 

perjanjian kredit adalah perjanjian bakur perjanjian baku 

yang dimaksud adal.ah perjanj ian yang sudah dibuaJ: dalam 

bentuk standar yang telah tercetak. Bentuk standar tersebut 

memuat syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dibakukan 

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH UI, 2002



39 

sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tersebut 

tidak dapat dinegosiasikan dengan Nasabah Debitur. 

Pengertian klausula baku dalam UU No.B/1999 adalah 

setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak 

oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam dokumen dan/atau 

perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen 38
• 

Untuk mengetahui klausula baku yang bagaimana dalam 

perjanjian kredit yang dapat rnemberatkan Nasabah Debitur 

sehingga terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban 

para pihak, sebagai contoh pe11ulis akan mengambil beberapa 

pasal perjanjian kredit. yang standar dengan klausula baku 

yang tidak memberi pelindungan kepada Nasabah Debitur~ 

yaitu anLara lain dengan rumusan sebagai berikut : 

1. ~'BesarnJ>a suku bunga fasilitas kredit, sewaktu-waktu 

dapat diubah oleh BANK berdasar:Can tingkat suku bunga 

yang berlaku pada BANK yang akan diberitahukan secara 

tertulis kepada DEBITUR dan pemberitahuan tertulis mana 

30 UU. No. 8 Tahun 199:9, £2_. cit. ps. 1 angka 10. 
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merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian 

Kredit ini dan karenanya mengikat DEBITUR." 

Klausula ini memberatkan Nasabah Debitur mengingat 

sebagaimana kita ketahui bank sebagai pemberi fasilitas 

kredit dengan berasaskan prinsip kehati-hatian terlebih 

dahulu telah rnemperhitungkan segala risiko yang tirnbul 

terhadap pemberian fas1litas kredit melalui analisa 

kredit dengan aspek 5 C; yaitu Character1 Capacity, 

Capital, Collateral dan Condition, bank semestinya 

mempertimbangkan kemarnpuan debitur hanya sebatas bunga 

yang diberikan pada saat perjanjian kredit 

ditandatanganL Berdasarkan pada pasal tersebut bank 

sewaktu-waktu dapat menaikkan tingkat suku buhga. Hal 

tersebut akan mengakibatkan kemungkinan kesulitan

kesulitan yang akan dihadapi oleh debitu:;: untuk 

melakukan k:ewajibannya mernbayar bunga ataupun angsuran 

hutangnya. Namun disisi lain s i kap bank untuk 

rnenggunakan klausula yang memberikan hak bank mereview 

tingkat suku bunga sewaktu-waktu bukanlah kehendak bank 

semata-mata akan tetapi satu dan lain dikarenakan 

adanya kebijakan pemerintah untuk menaikkan suku bunga 

Saham Bank Indonesia. Sebagai contoh pada awal masa 
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i 
krisis ekonoml di sekitar tahun 1997, pemerintah 

mengeluarkan kebijaksanaan untuk menaikkan suku bunga 

Saham Bank Indonesia, dalam kondisi dernikian bank juga 

roenaikkan tingkat suku bunga kepada debiturnya yang 

pacta saat itu hampir mencapai 60% (enampuluh persen) 

perbulan dimana sebelumnya hanya berkisar maksimum 20% 

{dua puluh persen) perbulan. Kondisi d>?mikian rnembuat 

Nasabah Debitur tidak berdaya sehingga fasilitas kredit 

yang akan digunaltan sebagai ... modal kerja ataupun 

investasi kemungkinan digunakan sebagai pembayaran 

angsuran kepada bank, akhirnya timbul rnasaiah kreciit 

macet yang rnengakibatkan bank berhak untuk melakukan 

eksekusi atas agunan yang diserahkan debitur. Berawal 

dari perjanjian kredit yang merupakan perjanjian yang 

sah dan asas kebebasan berkontrak rr.aka i.>ank dalam 

melakukan tindakan untuk memberlakukan tingkat suku 

bunga dapat dibenarkan tz,npa memperhatikan kemampuan 

debitur tersebut. [{etidakadilan yang dirasakan oleh 

debitur untuk memperoleh hak yang seirnbang dalarn 

menentukan syarat pemberlakuan tingkat suku bunga yang 

dituangkan dalam perjanjian kredit telah diwujudkan 

dengan adanya UU No.S/1999 yaitu pada prinsipnya tidak 
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menghendaki adanya pengubahan selanjutnya dilakukan 

pelaku usaha secara sepihak. :39 Mengingat kegiatan usaha 

perbankan sebagai lembaga keuangan 'yang kepercayaan 

masyarakat harus diutamakan rnaka dalam rangka mencapai 

perekonomian, keterikatan bank terhadap peraturan-

peraturan pemerintah dapat dibenarkan sehingga klausula 

yang memuat hak bank untuk menaikkan suku bunga dapat 

dicantumkan namun hnrus ada keseimbangan -sehingga 

memberi pe:r:lindungan kepada debitur; bank dalam hal ini 

lebih bersifat terbuka dan memberikan informasi yang 

jelas dan mempunyai kepastian hukum. Dengan 

pertimbangan tersebut di atas semestinya klausula 

rumusan tersebut di atas dapat ·diusulkan menjadi 

sebagai berikut : 

"Tingkat suku bunga fasilitas kredj t yang ditentukan 

dalam Perjanjian Kredit ini akan ditinjau oleh bank 

39 UO. No. B Tahun 1999, £2· cit, ps. 18 ayat 1 butir g herbunyi 
sebagai berikut: "Pe;laku '..lSaha dalam rt".enawarkan barang dan/atau jasa 
yang ~~tujukan untuk diperdagangkan, dilarang merobuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjan;J.an apabila 
roenyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan ba~u, 
tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak 
oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang 
dibelinya". 
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dalam waktu ( .................. ) bulan secara berkala, 

peninjauan mana akan rnenentukan besarnya suku bunga 

yang berlaku dengan memperhati kan pekembangan 

ekonomi/moneter yang terjadi pada saat peninjauan suku 

bunga tersebut#. 

Klausula tersebut masih menggambarkan bahwa bank 

berperan dalam menentukan tingkat suku bung a 

selanjutnya namun keseirnbangan disini terlihat adanya 

persetujuan 

perkembangan 

debitur untuk mengerti pad a kondisi 

ekonom1 I moneter dan adanya tenggang 

waktu diberikan kepada debitur untuk memberlakukan 

tingkat suku bunga yang baru tersebut. Dengan demikian 

debitur seminimal mungkin akan memperkirakan risiko 

yang akan berdampak pada kegiatan usahanya dan akan 

rneng3rnbil langkah-langkah dengan mempertimbangkan 

kemampuannya untuk meneruskan fasilitas kredi1: ataupun 

melunasinya sehingga diharapkan debitur tidak terlilit 

dengan penumpukan kewajiban bunga yang harus dibayar. 

2. "Bank dengan ini diberi hak dan dikuasakan oleh 

DEBITUR untuk rnenggadaiulangkan kredit ini kepada BANK 
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INDONESIA atau pihak ketiga lainnya, semata -ma ta 

menurut pertimbangan yanq dioanrlang baik oleh BANK"~ 

Klausula ini memberi peluang kepada bank untuk secara 

utuh menguasai dengan menggunakan haknya dapat 

mengalihkan fasilitas kredit yang diperoleh Nasabah 

Debitur kepada pihak lain tanpa persetujuan dari 

Nasabah Debitur tersebut. Mengingat bank sebagai 

lembaga keuangan yang selalu dalam pengawasan Bank 

Indonsia yang akan bertang,gung jawab dalam kesulitan 

perbankan misalnya apabila suatu bank yang sewaktu

waktu menurut penilaiannya telah tidak rnampu untuk 

melakukan kegiatan operasional. Oalam kondisi dem:i.kian 

pemerintah berusaha mengembalikan kepercayaan 

masyarakat dengan melakukan upaya-upaya penyehatan 

terhadap bank tersebut. Menu rut k~tentu"'tn .UU 

No.l0/1998 antara lain menentukan bahwa yang dirnaksud 

dengan kesulitan perbankan yang membahayakan 

perekonomian nasional adalah suatu kondisi sistem 

perbankan yang menurut penilaian Bank Indonesia terjadi 

krisis kepercayaan masyarakat terhadap perbankan yang 
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! 
berdampak kepada hajat hidup orang banyak. <4o Hal ini 

memerlukan per an langsung dari Pemerintah untuk 

menanggulanginya melalui kebijaksanaan, misalnya badan 

khusus yang mengambil alih hak dan wewenang bank. Hak 

dan wewenang yang dimaksud termasuk juga 

pengambilalihan nasabah bank tersebut yaitu : 

a. Nasabah Penyimpan, untuk melakukan upaya pembayaran 

uang nasabah yang tersimpan pada bank. 

b. Nasabah Debitur, untuk rneninjau keadaan dari debitur 

sehingga dapat diketahui debitur yang masih dapat 

dibantu dengan mengadakan restrukturisasi kredit 

ataupun debitur yang sudah tidak mampu untuk 

melanjutkan usahanya schingga dicarikan jalan 

terbaik untuk penyelesaian hutangnya. 

Berda~arkan uraian-uraian tersebut di atas, rnenurut 

penulis kl-ausula baku yang dimaksud tadi tidaklah perlu 

dicantumkan dalam perjanjian kredit karena bank sebagai 

lembaga kepercayaan seLalu daJ.am pengawasan pemer.intah 

dan pemerintah berkewajiban untuk melindungi 

kepentingan masyarakat. Klausula baku demikian tidak 

Hi iJG. No. 10 Tahun 1998, 21?.• penjelasan ps. 37A ayat 1. 
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dapat dibenarkan juga menurut UU No.B/1999 karena 

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang 

ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau 

mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan I 

a tau perjanj ian apabila terdapat pengalihan 

j awab pelaku usaha. u 

tanggung 

3. "Bank berhak untuk mengurangi jumlah kredit tersebut 

setiap saat, semata-mata menurut pertimbangan BANK, 

antara lain karena keadaa OEBITUR sendiri, karena 

perubahan nilai barang jaminan atau karena keadaan 

likwiditas BANK, dan sebagainyar'. 

Klausula. baku ini bertentangan dengan kesepakatan para 

pihak dimana bank telah menentukan berapa jumlah 

fasilitas kredit yang akan r:l.~~beri kan berdasarkan 

analisa kredit yang telah dilakukannya, hal tersebut 

dapat diartikan bahwa bank menolak penyerahan jasa yang 

telah terikat dalam kesepakatan yang dituangkan dalam 

suatu perjanjian yang sah menurut ketentuan undang

undang. Menurut ketentuan UU No.B/1999 klausula baku 

~ 1 OU. No. 8 Tahon 1999 1 22· cit. ps. 18 ayat 1 butir a. 
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I 
yang demikian tidak dapat dibenarkan dan menyebutkan 

bahwa dilarang klasula baku yang memuat menyatakan 

bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali 

barang yang telah dibeli konsumen. 42 Secara analogi 

dapat diartikan bah\\•a bank dengan itikad baik telah 

mengikatkan diri untuk berjanji memberikan sejumlah 

kredit maka lazim dan patutlah semestinya bank 

bertanggung jawab untuk mengadakan sejumlah kredit 

tersebut. Namun dengan pertimbangan kemungkinan adanya 

kesulitan perbankan di kemudian hari dan kesulitan itu 

terjadi sebelum fasilitas kredit direalisasi sepenuhnya 

maka untuk keseimbangan antara kepentingan debitur dan 

bank dimungkikan adanya klausula baku yang memuat 

~ebagai berikut ; 

''BANK sewaktu-waktu dapat menghentikan jmnlah penarikan 

fasiiitas kredit, dan penghentian terlebih dahulu 

dibe_ritahukan tertulis kepad.a DEBITUR dengan alasan 

4
: UU. No. 8 Tahun 1999, !21!· cit. ps. 8 a.yat 1 butir c, berbunyi 

sebagai berikut: "Pelaku usaha. dalam menawarkan bar am;} dan/atau jasa 
yang ditujukan uotuk diperdagangkan, dilarang membuat atau mencantumkan 
klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila 
menyatakan pengalihart tanggung jawab pelaku usaha". 
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tanpa kecuali dikarenakan perkembangan moneter yang 

dap~t dibuktikan mengakibatkan likwiditas BANK tersebut 

Dengan adanya pemberitahuan secara tertulis dari bank 

diharapkan adanya pertimbangan asas keseimbangan dirnana 

debitur dapat mengendalikan kelanjutan usahanya dan 

diharapkan debitur juga dapat mengerti kesulitan bank 

pada kondisi demikian. 

4. '~DEBITOR dengan ini berjanji 1 akan tunduk kepada segala 

ketentuan-ketentuan dan kebiasaan-kebiasaan yang 

beralku pada BANK, baik yang berlaku sekarang maupu.n 

yang berlaku di kemudian hari"~. 

Klausula baku ini menurut penulis sanget luas dan tidak 

sei!T\bang dj m~na 

posisinya untuk 

menguntungkan bagi 

hank b:.rusaha Ult t u k rnemenang kan 

mencari ketentuan ·yang 

kepentingannya. Hal ini 

lebih 

dapat 

dikaitkan dengan klausula baku yang dimaksud dalam 

butir 1 tersebut di at as bahwa kenai kkan tingkat suku 

bunga secara tangan besi akan diberlakukan bank terjadi 

karena perubahan tingkat suku bunga bank sangat 

fluktuatif. Secara hukum klausula ini dinilai sangat 
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i 
t.idak seimbang dan terbuka untuk ketentuan yang rnungkin 

merugikan debi tur namun mengingat bank te:cikat dengan 

ketentuan-ketentuan pemerintah yang tidak terlepas dari 

kepentingan perlindungan terhadap debitur maka klausula 

tersebut tetap dapat dicantumkan dengan menambahkan 

persyaratan bahwa bank dan debitur secara bersama-sama 

tunduk kepada peraturan yang akan ada dikernudian hari 

yang berkaitan dengan perjanjian krediti dengan 

demiki.<;m terlihat adanya kesimbangan berlakunya suatu 

ketentuan tidak terbatas kepada debitur saja akan 

tetapi juga kepada bank dan dibatasi ketentuan yang 

berlaku nantinya adalah ketentuan yang berkaitan dengan 

syarat-syarat dalam perjanjian kredit. 

Klausula baku tersebut di atas telah dilarang dalam 

perjanjian kredit untuk mencantumkan klausula yang 

rr3muat menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan 

yang berupa aturan baru,. tambahan, lanjutan dan/atau 

pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku 

usaha dalam masa kons~men mernanfaatkan jasa yang 

dibelinya~ Namun mengingat keterikatan bank dengan 

pemeriP-tah secara juridis dapat dibenarkan maka 

klausula tersebut diusulkan menjadi sebagai berikut '' 
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'~BANK dan DEBITUR wajib t.unduk sepenuhnya kepada 

segala ketentuan yang ditetapkan dan berlaku 

sehubungan dengan syarat-syarat dalam Pexjanjian 

Kredit iniu 

Dengan demikian terlihat adanya suatu klausula 

baku. yang dimungkinkan berlakunya ketentuan yang 

akan ada bagi bank dan debitur. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dapat 

dilihat bahwa UU No.8/1999 dalam rangka perlindungan 

bagi debitur sebagai konsumen, diperlukan pengaturan 

rnengenai k.etentuan perjanjian baku dan/atau 

pencantuman klausula baku dalam setiap doku~en atau 

perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha. Secara tegas 

UU No.B/1999 tidak memberikan ~efinisi perjanjian baku¥ 

tetapi merumuskan klausula baku adalah setiap aturan 

a tau ketentuan dan syarat-syarat yang telah 

dipersiapkan dan 'ctitetapkan terlebih dahulu secara 

sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
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dokurnen dan/atau perjanjian yclng mengikat dan wajib 

dipenuhi oleh konsumen. ~ 3 

Hal tersebut berarti pacta prinsipnya UU No.S/1999 

tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian baku 

yang memuat klausula baku atau setiap dokumen dan/atau 

perjanjian transaksi usaha perdagangan dan/atau jasa, 

sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut 

tidak mencantumk:an ketentuan klausula sebagaimana dilarang 

dalarn UU No.S/1999 bahwa pelaku usaha dilarang mencantumkan 

klausula baku yang letak dan bentuknya sulit terlihat atau 

tJ.dak dapat dibaca secara jelas, ~tau yang pengungkapannya 

sulit dimengerti. 44 Dalam hal ini pembentuk undang-undang 

tidak rnemberikan parameter yang jelas mengenai letak, 

uku.r.an huruf, pengungkapan aalam pencantuman klausula baku 

yang je).i!s bagi konsumen, 

ditaatinya ketentuan ini 

p::.c:!:h.al sanksi atas tidak 

sangat berat yakni dapat 

13 UU. No. a Tahun 1999, E£· 2!1· ps. 1 angka 10. 

44 uu. No. S Tahun 1999, 2E· cit. ps. 18 angka 2. 
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menyebabkan perjanjian yang mcncanturnkan klausula baku 

dalam bentuk tersebut akan menjadi bated demi hukurn. 45 

Bank-Bank dalam menghadapi adanya UU No. B/1999 ini 

semestinya menanggapi secara serius mengingat konsekwensi 

akibat dari pelanggaran pencantuman klausula baku yang 

dimaksudkan oleh undang-undang tersebut adalah batal demi 

hukum perjanjian kredit tersebut. Satu dan lain dikemudian 

hari apabila terjadi penyelesaian hukum antara debitur dan 

bank, hakim akan berpedoman pada undang-undang yang berlaku 

tentunya secara fakta dan juridis bank akan dirugikan. 

Dalam penjelasan UU No. 8/1999 disebutkan bahwa 

piranti hukum melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk 

mematikan usaha para pelaku us aha, tetapi justru 

sebaliknya, sebab perlindungan konsumen bisa mendorong 

iklim berusaha yang seha;::, serta lainnya perusahaan yang 

tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan 

barang dan/atau jasa yang berkualitas; dan pengertian 

Perlindungan Konsumen menurut UU no. 8:/1999 adalah segala 

H UU. No. B Tahun 1999, £E.· cit. ps. 18 angka 3. 
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I 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukurn untuk memberikan 

per l indungan kepada konsumen. 46 

Dalam rangka mencapai as as manfaat, keadilan~ 

keseimbangan, keamanan dan kese.lama tan konsurnen serta 

kepastian hukum maka secara tegas dinyatakan kalusula baku 

yang tidak dibuat sesuai dengan dimaksud dalam UU No.S/1999 

akan mengakibc:tkan perjanj ian tersebut batal demi hukum. 

Penerapan sanksi ini harus benar-benar hati-hati' karena 

adanya kemungkinan perbedaan penafsiran antara konsumen 

dan pelaku usaha mengenai isi suatu klausula baku sehingga 

jangan sampai ketentuan ini justru memberikan peluang 

kepada nasabah yang beritikad buruk untUk membatalkan 

perjanjian baku yang telah ditandatanqaninya. 

Dengan diberlakukannya UU No.B/1999, bank sebagai 

pelaku usahQ akan lebih dituntut untuk secara lebih jelas 

memberikan informasi kepada calon nasabahnya baik itu 

Nasabc.h Penyimpan ataupun Nasabah Debitur yang berkaitan 

dengan jasa produk seperti simpanan ataupun fasilitas 

kredit. 

4 ~ UU. No. 8 Tahun 1999, £12.· cit. ps. 1 ij_ngka 1. 
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Secara hirarki perundang-undangan, ou No. B/199 

mempunyai posisi kuat untuk mengendalikan kegiatan usaha 

jasa termasuk jasa perbankan. Kegiatan usaha bank yang 

dijalankan sebelum adanya UU No. 8/199 dalam me:mbuat 

perjanjian kredit berpedoman pacta syarat-syarat sahnya 

suatu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata~7 dan asas kebebasan 

berkontrak pada pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 48 Mengingat bank 5ebagai lembaga keuangan yang 

dipercaya oleh masyarakat maka seyogianya kepercayaan 

tersebut harus dipelihara dan dilindungi. Dengan spirit 

untuk mencapai ke9astian hukum dan kearnananan sebenarnya UU 

No.S/1999 akan mernbawa da!npak positif terhadap pelaku usaha 

perbank:::tn, karena nasabah akan lebih merasa aman, nyaman 

serta dilindungi dengan undang-undang. !?ada masa sebelum 

adanya UU No. 8/1999 secara urnum masyarakat cenderung 

beranggapan bahwa berurusan dengan bank dalam mendapat 

" Kitab Undan51:-Undang Hukum Pe:tdata (Burg(tlijk Wet-Boek), loc. 
cit~ ps. 1320. 

" Kitab Undang-Undang Hulmm Perdeta {Burgelijk Wet-Boek), loc. --
citr ps. 1338 
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fasilitas kredit telah berpikiran negatif karena pada 

kenyataan bak selalu menang dan mempergunakan pasal-pasal 

tong sampahnya untuk rnengikat debitur seperti disyaratkan 

dalam perjanjian kredit bahwa debitur tunduk kepada aturan 

yang ada dikemudian hari. 

Dengan adanya jaminan dari UU No. 8/1999 tersebut, 

Nasabah Debitur lebih dapat mempercayakan usahanya dengan 

rnendapatkan modal dari bank karena bank sebagai pelaku 

usaha berupaya mengambil tindakan yang bersifat negosiasi 

dengan calon debiturnya sedangkan Nasabah Penyimpan akan 

lebih tenteram menyimpan dananya dalam bank. 

Dampak positif bagi pihak perbankan dalam menghadapi 

OU No.S/1999 tentunya bukan hanya persiapannya untuk 

meninjau kembali formulir perjanjian kredit ataupun dokumen 

standar untuk keperluan produk bank lainnva yar:g telah 

dibuat menjadi perjanjian baku dalam menghadapi calon 

debitur setelah adanya UU No. 8/1999, akan tetapi upaya

upaya un~...uk penyesuaian UU No. 8/1999 terhadap dokumentasi 

peljanjian kredit yang telah dibuat sebelum adanya UO 

No.S/1999. 
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fokus peninjauan terhadap formulir yang dibakukan 

oleh bank tersebut berkenaan 2 {dua) hal pokok yaitu 

sebagai berikut 

1. Keterbukaan informasi 

Dalam hal keterbukaan informasi, yaitu menetapkan 

bahwa merupakan kewajiban pelaku usaha untuk mernberikan 

inforrnasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan/ atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan dan pemeliharaan. 49 Dengan demikian terdapat 

kewajiban bagi bank untuk memberikan informasi secara 

lengkap dan selayaknya kepada nasabah mengenai syarat.:.. 

syarat dan kondisi dalam dokurnen dan/atau perjanjian 

yang dibuat. 

2. Larangan pencantuman klausula baku 

Berkenaan dengan ketentuan rnengenai klausula baku, UU 

No. 8/1999 memberi batasan bahwa tidak semua klausula 

4
; UU. No, 8 Tahun 1999, 1££· Cit, ps. 7 butir b~ 
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baku dilarang untuk dicantumkan dalam perjanjian, yakni 

sepanjang mernenuhi hal-hal sebagai berikut : 

a. secara material klausula yang bersangkutan tidak 

mengandung syarat-syarat dan kondisi sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 18 ayat 1 UU No.B/1999; atau 

b. secara prosedural klausula harus memenuhi pesyaratan 

dalam pasal 18 ayat 2 UU No.B/1999. 

Dengan berpedoman hal tersebut di atas, terhadap 

perjanjian yang telah dibuat terdahulu diupayakan untuk 

disesuaikan dengan membuat perjanjian tambahan yang 

mengubah pasal-pasal yang berkaitan dengan pasal 18 

ayat 1 dan 2 UU No.B/1999. Namun roengingat debitur 

sangat sulit mengerti tentang hal tersebut karena 

kondisi perekonomian saat ini dapat dikategorikan tidak 

terjadi pergolakan {sebagai contoh bunga ma.qih f'ltahil} 

padahal apabila terjadi kebijakan moneter yang 

mengakibatkan fluktasasi tingkat suku bunga menja~i 

naik maka debitur akan berpedoman pada UU No~ 8/1999 

maka dalam hal ini diperlukan upaya bank untuk 

rne~berikan penerangan dan informasi mengenai dampak 

dari suatu parjanjian yang bersifat konsensius dapat 

merugikan debitur sendiri. Dengan demikian semestinya 
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terhadap perjanjia~ kredit yang telah dibuat sebelum 

diberlakukannya uu No. B/1999 diupayakan untuk 

disesuaikan supaya di kemudian hari tidak dimungkinkan 

untuk pembelaan konsurnen yang menyatakan perjanjian 

tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga 

merugikan bank itu sendiri. 
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A. Kesi.mpu~an 

Sebagairnana telah diuraikan bahwa hubungan antara 

bank dan debitur merupakan hubungan bersifat konsensius 

atau suatu kesepakatan yang mengikat secara sah dan 

berasaskan kebebasan berkontrak dengan dilandasi prinsip 

kehati-hatian oleh. bank yang dilatar belakangi dengan 

kebutuhan dana calon debitur untuk membiayai proyeknya baik 

sebagai investasi ataupun modal kerja maka debitur tidc.k 

mempunyai pilihan lain dan tidak melakukan :1egosiasi 

mengenai syarat yang telah dibakukan dalarn perjanjian yang 

ditandatanganinya. Berkenaan dengan analisis penulis pada 

bab sebelumnya, 

berikut : 

penulis mengambil kesimpulan sebagai 

1. Standar baku (standart form} perjanjian kredit yang 

rnemuat klausula sebagaimana contoh yang kami uraikan 
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tersebut di atas tidak dapat dibenarkan penggunaannya 

mengingat 

manfaat, 

klasula 

keadilan, 

tersebut tidak 

keseimbangan, 

yang berasaskan 

keamaan dan 

keselamatan debitur sebagai konsumen, serta kepastian 

hukum yang antara lain bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri atau menumbuhkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga 

tumbuh sikap yang jujUr dan bertanggung jawab dalarn 

berusaha; 

2. Bank sebagai lembaga keuangan yang harus tetap menjaga 

nilai kepercayaan rnasyarakat yang diberikan kepadanya 

haruslah menyesuaikan sya.cat suatu klausula baku 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat 3 uu 

No.8/i9~9. Dalam hal rnengakomodir ketentuan klausula 

baku yang diatur dalam UU No. 8/1999 tersebut bank 

bank berupaya sebagai berikut : 

a~ untuk mensosialisasikan ketentuan klauB:.tla baku 

tersebut ciengan mereview dan mengkaji ulang dokumen -

dokurnen perkred~tan yang terkait dengan kepentingan 

nasabahnya; 
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b. memberikan penjelasan kepada pada nasabah bank 

terutama Nasabah Debitur yang telah ada sebelum 

adanya UU No. 8/1999 untuk melakukan perubahan pada 

pasal-pasal yang memuat klausula baku yang tidak 

dibenarkan oleh UU No. 8/1999 dengan rnenandatangani 

addendum dari perjanjian kredit yang telah 

ditandatangani; 

c. memberlakukan klausula baku rnenurut ketentuan UU 

No.8/1S99 dalam standart form perjan-jian kredit 

untuk penandatangan perjanjian 

diberlakukannya UU No.B/1999. 

2. Saran 

kredit setelah 

a. Mengingat secara te9as dalarn Penj elasan _pasal 8 ayat 

2 bt~t-.ir a OU ~lo.l0/1998 dit-~o;,tukan bahwa pemberian 

kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah 

dibuat dalam bentuk perjanj ian tertulis, maka 

perjanjian kredit untuk keperluan perbankan hendaknya 

dibuatkan suatu acuan standar syarat-syarat yang akan 

dibuat dengan memuat syarat-syarat sebagai berikut : 

a .1. syarat tetap yang tidak dapat berubah karena 

tunduk kepada undang-undang dalam 
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pelaksanaannya, contohnya pasal mengenai 

kelalaian debitur akan rneni.mbul kan hak bank 

menghe.ntikan fasilitas kredi t ataupun melakukan 

eksekusi atas agunan; 

a.2. syarat tidak tetap yaitu syarat yang dapat 

diubah sewaktu-waktu, contohnya pernbebanan 

tingkat suku bunga sebagaimana penulis uraikan 

dalam bab II tersebut di atas sangatlah 

memerlukan penerapan UU No.B/1999; 

Dengan adanya bentuk perjanjian kredit yang 

dituangkan melalui undang-undang tentunya diharapkan 

adanya suatu kepastian hukum ctari pengertian suatu 

perjanjian khusus yang mempunyai ciri khas tersendiri 

sehingga pihak yang berkepentingan dikemudian hari 

te:r.lindung dengan as as keamanan, keadilan dan 

kepastian hukum. 

b. Secara umum dapat dilihat jasa perbankan memerlukan 

kepercayaan masyarakat maka perlu kiranya dibuatkan 

secara khusus peraturan dari pihak yang ben1enang 

yang berkaitan den,gan produk jasa bank yang akan 

rnelindungi kepentingan para nasabahnya baik untuk 

Nasabah Debitur atau Nasabah Penyimpan yang akan 
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melakukan transaksi dengan berbagai jaringan saat ini 

diperlukan perlindungan atas transaksi dana-dana yang 

tersimpan karena dana yang tersimpan tersebut akan 

disalurkan untuk kebutuhan pemberian kredit. 
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Pasal2 
BU!•WA OAN PROVtSl 

1. IJtWJk Krtrlil !ersebl.rt DE61TUA wAjTh IMmbayMIM!ga &ebesar ... -· 7.- ( --............... ~ ...... -: .. __ .,,,.. .. ..... ll'G~2-='i 

pcf lahun ala:; rlasar jumlah yang ~ dan harus dl.bayar oleh oE'BiiuR l«lpad3 SANK se!iap bula!\ lro<mlsui'!-S<J."'<l d~;n:;~n-; 
pembayar.'IAJUIOstm:IA pollok pi~iW- Su~~ga lerwbulberiai<U $00l'l.ra ~ffckliWat 1 

~- Tanpa pcmbl':ritahuat'l ~ oeBtTUR, BI\NK seilap s.lal berfmk melak!Jk.an pct\lbahan suku blJngtl: $estllili deng::m f'!<rl<emba"l£:>" 

""""'~· 
3. DEO:iTUR 1<-D~ memtayarp)'01/lsi sebesa,r _____ '":: ........... % { """'"'"'"-"""'"""_"'_ ... ::: .. _,, .... _ " ... prosuPl Q'arl jumlal'r kr~cii• 

let!ll'!bl.'lifoaiasdanl'lanya 0.,1lll'{.l.ll $.11[1.1 kali yallu pacla s:t~lll ~aojian ktedit dit;:rda·t.l~. 

A OEBITVR lill.att IT'e(l{jakui bahwa pembukllan On. cal<ilan BANK ~n ~; satv-sacunya YII!'!Q ~ 4nn ITI"'~at Mas 

jumlah k!edil OEBiltJA ~ 6AMl 

' c 
' 
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PaJ>a{ 3 

JANGY:A WAKTU KAE!Jlf 

·:l(redit irn dlbcrikan vn!\Jk jallQk;, waklu • 
''""'"' { -~····:·········· 

taogg;a,! , ... • samp:ai hwggal 

Pasal tt 
CARA ?EMBAYAAAN 

1 •.. P~mbayaran k~mbaJi k;cdi! Y"'~9 llllah tl~rikli!l.te<scbvt b•>sn~a buos;.nvl!' wa~bdi!akuk;;m ~luh OEOlTUfl!cept!r'.-<1 BMi.!< su:::m n 

:':·7 mctlgilflgsi.Jl d<~:om... ,.,,.,_: ........... f ........... ,...... . .. ) kaft ang!!:.n;;n !x.!l<~roa n 

sdel!fil berl.w'>JHuw1 lafll'il lcrputus Cal am )angkil wal!tv • '" ••... ,. ______ ,,_( .......• ,., ····- .....••..• ····-··· '''""'''"' ) bul."<n :,'):j<'\ ~ 
bcrfalwnya ktedlt il'll scsuai jaOwal dati jumlah angsur;:m seperti !!l'reanlvm dal,!lm }aOwal oemboyaran l>!!lampir. U<'llvk pot'lum.a 

ka~nya JflgsutM ha<VSdibayarsclilmb<~Nambaii'JYapad:a li':lngga:l ""····-il'I\9SUtafl kedua doo S¢1at:julrly .;-. 

hams;:lilakukan selamb.1l!·lamb;t~nyapada sc!iaplatiQI}iiC - ~ .. ,.,.,'"' .. , ,,.,_, ............... sehinggat1engar.<lemi"";;. '' 

seltsruh pinjaman kfedil dat~ bunga tc!'1ebul hB:tus lunas setamtr.IHambalrtya pada t;mggal '"' 

lampiran ~ebu! adatah me!\lpakan satu kcsaluan yang tidak tetpisahk,;:Jn tlari pc.tlanjian !!:rodil ;,.,;, 

2. OE8!TUR dlpelhoiC?hkan me!Unasi sebt:!flan!selwuh. ~recti! le.tsebu\ sebclum wnk\unya, dengan m(l!'t'lperhatikan kelcnlu1V• ; &~ 
bt:ri,Jlku pad a 61\NI\, anta<a lalnharus d1alwkan pacta Si!ill angsuran jnlt.lh te<npO. Sebagai alliba! dati pellml\SiltHf<p!!l.ccp;,llcrs<:(, .:1 

mal\a BANK akan menghiwng kemtm/i pem'.>ayaran pokoll: dan bo119a yang h\Yt/S. dibayar o!eh OESITUR Can Ot;:O:!TUA dzn;::,."l::-> 
iror menyelujui perhilungan BANK tcrsebul. 

3. Se!iapl<.ali terjadi pei'UbahansWwbunga. maka BANK allan fl1¢tnpe<hltvngkan ke:mbali)umlal'l angsura., ya119 haNs dibaya:-l!st-od., 

BANK dl!.n OEB!TUR dehgan 1ni fncfl)'atakan !UI'Iduk paela jumlah perhV.mgan angsuran balu yang dimnk.sud. 

4.~b!la DE:Elll'Vh lrn'larnba! membayar angsuran fpol<ak ~flla!.:!u bu1'19aJ ;;esuai ~~ ya()g dil~a~ar;d'JaiDs.ll'lakt't QE3!7<J*'i 

...r; d"!l\cnakat'ld¢1'ld<~S¢!Xl~r •.•• . ....... "/..,{ .... ,,............. . , ......................................... " ..... promH}perharialasitJrtll;lh""?· _.,..,. 

yang hnrvs ~ac:. Deoda man" h.vus dlbayar see.lra sckaligus daotr.mal bersamaan dengan at'IQswan yang te!WI'I!J'J"''· 

Pas;)! 5 

KELALA!AN 

1/.<,myimpai'IJ} dari 11pa Y:trl9 cfrlet~lukal'! dalam pas at 4.1tt-tt;cbul dlatas, BANK b\l'lhak snw~klv-wak\t.r menghe:ntlk:l!l dan memif,'J5ka .... 

pc~an,_~'ln kmdil imdel'lgan me...yamp.'!'IQf<a.tl k!itemu-an Jl.)sal t26J,; c:an i261 Kilab Undang-tJntlang Hokum Pen:lalil, w~g, 
ii\i'ak dmerlul<a.n S!lflll po:mbemab~-a., (SOI't'!l!Sij ala;; S~~<al peli,;g;.!;;o~ iu<V ~ alaiJ sural lain ya.ng se':l.lpa i!u. Dalal" hal {fut>\'a" 

seiH;<~h h>.~latv.J QEbiTUR "epada f!ANI{ >!:~:~us dibaj<'V derrgnn teke<jk" dan sekath:u;;, ~pi:u .,;'ala!!' hal !efi;u.ii sa!.Jh S'll.; d~ •. 

kejau;an dibawah in!: 

tl. !;lilamana OEfliTUR.m~mgge,rm.kan nang pin/aman te~ellul menyimpang da<i lujllatl penggunaannya. 

b. OOamana OEB!TlJR lall\i atau lidak memanvhi syati.IL-syaral olav kel~l.ti!lfllkewajiban·kew.fjib<ln yang tlin>aksutl (!~lam P'\\1!~-:-c:r 

!I'll btilrilwl selil!P pe•pq.njangal'llperubahanfpembahanJannyal.1an il!<W pe<janjial'l·pe;jOlf,Yan pel'lg~tan jamlnan. sc<M pg.-;;].'\ 

lainnya t:u!ik ya<19 !elilh <rtla maupul'l yat~g akan dibua! dikemuC.;m hari. 

c. Bllamana mem.mil pel'limbangan BANK ~<earlaan kooangan DE!BITUR, bcn;Jiidit<l$ Qan rotva'bililasnya mundur sode"lli)d;"' ".;;;::o 

sehingga DE SITU"> lidak dapal membayar t-,;J!anQilya lagL 

d. Silamana OEBITUR me'*'9gal du<ia a1nv pewsahaannyo di!;kw!d!t, 

e. Bilamana OE6!TU~ tlanfat:lu Pcnjarrjn cneng<~jUkom j'W<tnohonal' p:ulit alau din)'i'll.l!kan pa.ilil, mengajukan pa:r..l.l"~;:;u· 

pembayman (Sursean~ v-an bc.la:Jig) alaoJ ka;erm aebab apapun WJ:k b~M!o; fagl ltl'llu\1. me"9urus dan ~,.~.,,. 

kekayaannya a:av diny<~laltan di!a1uh dibaw<'!h penga"ttpuan {o:;urate!et auilu dikeMk;m hukuman peniar;:~:. 

t Sllamana seba~;~iar: alau selvruh hatta kekayaan OEB!TUA di'!Mrau penja:min d<slla. 

g. Silamana tmrang·banmgjamlnan unlukpcmWtil!lll Kredll ln1 musnah, belfw<3f'l9 nilainya atau OosHa pihak lalnbaik ~cba!iar- 1!".1·; 

sekrnAmya a!au karena S\Uuaiu haii.HuaO<hlrhi'tk penguasaatw.ya. 

h. Bllamanajl(!mya;aan·pernyata<m. su<aHlwal.keteral<gan·kelonu'iQatl yangdibet<lt;mOE6.1TUA ltepada BANI< 1e•nyata l~l:>-:! -~ • 

Pasal 5 

PEMERIKSAAN OlEH BANK 

BANK bmtlak pada s~liap walth.l mcmiola ke!erang!!!l yang Oiperlukan oleh SANK kepada DE91TUA le,lang usalmlr>cms~'·:p;·· 

OEStTUR. 

Bank belhak pad:a seii.ap waklu memerik:sa pel'flburwan 0€81TUR. neta~ dan lapotan laba rvoi. persediaan M•ang·!:l.1r«~ 

pe.rmodafan drullte!eran_paM:toJ:la apapun jiJg<l yang Ominl,a r.lalam ranglla kredi! le•sebvl 
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Pasa! 7 
lAPOliAN PERKEMBAilGAN USAHA 

DEI31iUI1 d,wa,~bkM ul'llv'csm:a•a OO:ka~ f1l'll.l ~c!iap l•i!M.II.l!n mcnyor<~ilh;m bpora" rrtenwm~i pcrkembar,gill'l vsahnn)\t ra.'g(N>·~;·m 

dQ>"19i'lfl ktedil ini dcngan !1Cal: rnengwan::;; i<olel\l!Jan fhlh"'''' SANK berh;o': s-:rnakru·waklv min! a Q.'X!<<l" lcrs.cb<.~l dan 0£;13!1 U!t w::~i:ll 

mcmcnullinytL 

Pas;J:I8 

PEMBATASAN TINOAKAN OEiJlTUR 

Tanpa pcrselujuan h~r1u~s c'1»'i aANK. t:11~1ma kfcdl! bch,m lun~s DEI:IITUN (i4ak;:lipc;t¢n(J.to~an un: ... k : 

.a. M>'lnetima ilredil ~i Sat* laif! 

b. Mongikalkan diri sebagai VC"}a<nin (bl'Xg) te<hadap pihak kcriga. 

c. - Memb1.1ka caba""9'fpcr•:aki:a'! baru alao usaha bilru se1ain IISi;lhl! Y"l>li Ieiah ada. 

d. Mervbah bc!'ltul<Jstaius: hukum {ro:usahaafl, merubah anggaran rlas:v oorv$1\h<'!an atau mmub1JI) 5uSunan pengurus.fpc<>~t:(!'l"\J 

st.ham peroszhaan. 

c. Mcmb1!gJ2n oevi:lenf~eunh.mgan.llaba pelliS~tuaat~. 

t Memirldah targankan pef\ls;~1-taan rlalam ben1uk alau dllH'llllim oama aD<tp!.lll juga l!:epada pih<lk kRiiga. 

Pasal9 
JAMINAN KAEO!T 

Gima me,jarn:tl l'.u!SIIIf--hl.lll!"9 DEOITUR M;~a BliNK b.'lil\ yang sekarar; !elah ada alaupW1 yang W;crnudiilll Mri ak:tn 1lri"lnl<:w 

d.;ldi'lk!U'l, bail< yang (imbul bCidasat'<.an l<~! lni dar'l ~I au seliap perotr~'1alllpe•pafljangaMrembaharlJII""Ya kcmuriian ~:n:r ~~'"<"11 

sebab apapun jvga. DJ:'B:TUR Oengan m; menyerahkan ke;md;, BANK barang ja<ninan beropa : ,. 

_, 

Pasal10 
ASURANSI 

1. &.!lama k.redillt:r.o;el.w!dialas befum tunas, «~aka barang famlnan le:se!M haws diperta:'lggungkan oleh OESITUR terh:W:!f'lllJ~y1l 

kcbakaran, kerusakart. kecu<ian a tau ~haya lainnya yar.g dianggap perh.r oleh QANK pa6a masl\apai aswansi Y"l\9 ~tvjul ol&h 

BANK, umvl<.i!Jmlal> dan syaral-sy~rat yangdlanqgap balk oleh BAN~.dengan ketentuan bahwa premlasw~tMi danhiaya lair~ y~fiQ 

befkel'laan Qeng.;;r. penutu;nn aswam;l le<wbul d!pilwl ~h OESITUR c:an datampolis ~s-.. uansi BANK diltrnjol! JSI':buQ~i pih<~~ y;mg 

bethalt ooll.ll<; meMrima $C!Jahll pembltyara.1 b~:~rJ,ias;triQ!'I .tsoransi itu (Banker's Ctoo.lse) 

Kltutt!li vmuk Kredil Pemiij(aft Pelb~an Rumah {KPPRJ diSllmp\ny a~i !ersebut d!at.ts DEBffVR juga wajib rw:.mulup 

asuransi jiwa sejlJmlah ~ seswal dMgan jvmlah lu:edHnya dengan mcncaffl.lmkan 8af!Mr's Clause da1am po~snya. 

2, Jumlat. t~ang ya~~g dl!lfflma oleb BANK 'S.tbagai akibal rc.atls;ui elah aswao;;l tcrsebul (lia!as akan dipr:!hilungkan. d~ juMI:th 

lllrtang DEB!TUR kep.;nfa BANK. 

:t BANK berM!< unwl<.memJI\Ip ct.an memperpanl¥19 asuran5i !Or$ebl.ll diala$. !ii!IU dan lain alas biaya OES!H.IR send:ri y;:nlu dangxm 

mendebel ~ening OEfHTUR pa-da BANK. 

; 

} 

, . 
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1, O£Bl1 UA drmgao ini membcri k\.HJsa kepada B•'\NK ; 

Pasal 11 
KUA$A 

·. 
) . 

a. vnlu\o; mendcbct dan me-mpergunak<:~!'l dt~n<'! yang tcrsimvan pa<Ja BANK. baik. darl rclleningltaht:1g<.mir:Grmr.•>o '":l:li GE ~;.< ~-~ :1 \ 

gufli). pcmhay;;nan .llflQS!JfO!n :rokokp":njamandaftb;.mga). provisLder.da. prem1a~UfllnsL biny.<H)iayn ;, ·>nJ'" :~.y·•v';H:1 

sesu;;1u yang tcrhulang ber'o(enaan dengan p!!mberfan krod•llersebut 

b. un!uk dan alas nama DEBITUR membttat dan mel"lam;la-\;.mgani Ak!e Puog.akvan Hv\ang Mumi umuk mcmJ~F'~:.'"' ju,1,Jit ·;:l:'H 

le•hulang seca:a nyalapl~ D£61TUR.pkndiperluknn unluk m!lmenuh'i pn:;pl Z<4 Regk!mr:n lncionua1~ Yanu i)ipudMivn·;: ~L~·· 

p::tu;;1 250 Rog!umcn tfnluk tvnr Jawa tlan Mad urn, brmlasarkan synr3l syaml don io:ctcnl•mn·kclcn:•mn F"'fl <li;'"Pfl·,;; ·o:, ~ 
olch BANK (selanfull"lyil dfscbul PENGAKUAN HUTf1.NG). 

2. Kh11$US unluk Ktedll Pemllffian Perba\kan Rumah (KPPR), Kredil Kendaraan Bermo\ar {O<K8J dan Gcl"ltral p·,Js jCP;. :JCG'~ Ui' 

dcngan ini memberika n kuasa kepadaBANK tmluk men\lansfer alii!;! dengan cara apap•Jn mcnyerahka!'l juml11h tmng y>~;;ql;o/ ;~~_~., · 
dari Perjanjian Kredil in! k<i!pada Oevalope~IDeareriPenjual. 

3. PENGAKUAN HUTA~G melfp1.11i JUilltih ~lang yang ditnrlma OEBITUR dari SANK yang besa•nya dtl2:aph<>l1 t.nc:i:!:·"'~:!" 

perntlvkuan SANK sehubvngan dengan perjan;ian ini berilrut p<;nrbahan dan atau pembalwrv;:mnya dan mcro..:p<l!(Nl b~1:.-:- y;w::; 

s~<mpurn;~ dan mengikal OES!TUR dihadapan semua Badan Perad~an dimanapun Ju9a. 

4. DEB!TUR dengan inl mtmyetujui Can mcnsallkan semva tlndalqm.find;;~kan BANK dan tidak akan muntmlu\ aH"Jo.; me:~mvg;:! BN·il( 

dan. membehaskan F.IAN'K dari segala tuntvl<m dan!aiau gvga\an dari pihak manapvn juga sehobu•'lg:m dcnpa'1 pcn:tu;:;l;;:•·, ri?'' 

pelaksatm;;~n P~NGAKUAN HUTANG tersebwl diatM. 

5 Kuaaa-ko..:asa 1erseb-.1l o;a\ns mewpakan bagi&n yong pen:ing oon !kink dapat dipisahktln dari sw oil Pcrj<~.~>jiafl ;,-.;. ynng :ir~·1'"· 01\::n 

diOOallanp(l. adanya ~>:uasa \ersebul danolehkarena itu kvasa inl !idall dapal dicabu1.dan tklak akan berakhirkan:np seMb ;;:n.owun 

j!J9a <1\>l!J !<areM .seba1:1·sebab yang diak.lr dalani pasal i61 3 Kl:ab Unda-ng-Undang Hukmn Per6l"llF1. 

Pasal 12 

KETENTUAN BANK 

DEB ITUA dengan imberja;,ji. akan tundukkepada segala keh:nk.lan·ket~ntu;;~n d.:m kebiasaarH!:ebiast~.z.n yomg tc1'-',"u pn:ln B>V.<{. l-•'i'"'! 

yang ber:aku sel>:arang maupun dikemudian h3xi. ' 
\ 

Pasal13 
·AHLI WARfS/PENANGGUNG 

Apabila OE81TUF! rr.eningg01\ Qonia, m.:Ji<.a 'Semua hu!ang dat• ~<ev.·ajiban OEBlTUFt kepada SANK yang!imbuii.Je<di'l:;;u!v;" :"l-y~l'·~; ·''• 

Kredi! ini berikul semJa perulr.l.hnfllvambahaniperpanjarrg.)nnya kemudran dan ;t1av brm:i"asafkan apapun iuva ~zt;_,,. "1CI')0<l'<o-, ~ ":::;r 

kesawnn hutang dati para a.i\i w;.tris DEB1TUR atav P~NANGGVNG (jika. ada) yang lid:.k dibagi ·bagi. 

Pasal 14 

8 I A YA 

Semua b1aya pctt<tgih:ln cl•!wat dart d•hatfapan hakim arll<Fa lain biay<:~ j"Jru.sila Ca.n biaya kuasa BANK vntuk r<~e-O"Ia;t11• h!!U\!1;:! ''ll sc.-Ci'l 

biaya·biaya notaris dipilu.4 dan dibayaf OEBITUR. 

Pasa! 15 
DOMISIU 

Mengentoi Perjanpart inidan segt!la akit><>l "'1111a peltlksanaan ... 1ya Pllra pihakmemilih !empa! kcdiaman hukum yang umum dM :clno ·:ii 

/ Kantor PMih"!t<t Peogadi!a!"l N~tgeri "' - ·~ """"""""""" dl ........... '"" · .............. demr.Uan de<1gan trd<:~h if'f.ln!JUfiP'9' 
7 hak BANK unt-:.~k memohon pelaksat.otanfeksekusi dari pcrjanjian ini atau me-ngajvkan 11.m.IU1an hukurn !erhadap DE6HUR 1;12lviui 

Pengacfl<ln·Pengadilan. Negeri tainnya da!am wilay<~h Rcpub!ik Indonesia. 

O'ESITUR PT Bank Central Asia 

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH UI, 2002



Nomor 
Nomor Rekening 

PERJANJIAN KREDIT 

............. , ........... .. 
i 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

L 

ll. 

..................................................................... ' ....... ' ......... " ...................... .. 
'' ........... ''"'' ................................................................. " ............... '' ...... ' .. 

dalam hal ini bertindak dalam kedudukan selaku ..................................................•.. 

dari PT BANK CENTRAL ASIA Thk., Kantor .................................................. .. 
............................................................................................................ 
oleh karena itu berbak bertindak untuk dan atas nama PT BANK CENTRAL ASIA Thk., 
berkedudukan di Jakarta; 
-sellllljutnya disebut "BCA". 

. ................ '" .............. ''"' ............... ''''."" ........... " .......... ' ......................... .. 
swasta. bertempat tinggal di ...................................................................... . 
..................................... ~ ........................................................................ . 

swasta, bertempat tinggal di ........... , .............................. , ......................... .. 
. ... . .. ......... ... . . '''' ...... ,., ...... '' ............. ''' ............ ' ..... " ... '' ............................. . 

. . ..... . . . ... . . . . . ' ..................... ' .............................. '" ' .............. '' .... " .............. .. 
swasta, bertcmpat tinggal di ............................................ " ........................ . 

dalam hal ini bertindak : 
- untuk diri sendiri; 
- dalam kedudukan selakn .......................................................................... , 

dari dan oleh kanma itu berbak bertindak tmtuk dan atas nama ................................ . 
............................................................................................................ , 
berkedudukan di .. ........ ... .. .. .. ..... .. .. .. .. .. . .... .. .... .. .. . .. .. yang untuk melakukan 
tindakan hukum berikut di bawah ini telah mendapat persetujuan dari 
........................................................................................................... 
- yang turut menandatangani"Peljanjian Kredit; 
- sebagaimana lernyata dalam ...................................................................... . 

tanggal .................... ; 
-selanjutnya disebut "DBlllTOR". 
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BCA dan DEBlTOR dengan ini teiah bersepakat untuk membuat Peijanjian Kredit dengan syarat
syarat dan ketentuan-ketrntuan sebagai berikut: 

Pasall 
DEFINlSI 

Untuk keperluan Perja.njian Kredi~ istilah-istilah di bawah ini mempunyai arti sebagaimana 
diuraikan berikut di bawah ini: 

"Agunan" berarti barllng dan atau hak yang diserahkan oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain 
kepada BCA yang digunak:an untuk menja.min pembayaran kembali dengan tertib dan 
sebagaimana mestinya Hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar olch 
DEBITOR kepada BCA berdasarkan Peljanjian Kredit. 

"Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit" bernrti periode penarikan dan atau 
penggunaan Fasilitas Kredit yang diijinkan oleh BCA kcpada DEB !TOR. 

"Dokumen Agunan,. berarti dokumen pengik:atan atas Agunan, baik yang dibuat secara notariil 
maupun dihawah tangan. 

"Fasilitas Kredit" berarti fi!silitas (-fasilitas) kredit yang disetujui oleh BCA untuk diberikan 
kepada DEBITOR scbagairnana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian !Credit bcrdasarkan syacat
syarar dan ketentuan-ketmtuan Perjanjian Kredit 

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA setempat dlbuka dan menyelenggarakan 
pelayanan umum. 
"Hutang'• berarti semua jUmlah uang yang terhutang oieh DEBITOR pada suatu waktu kepada 
BCA berdasarkan Peijar9ian Kredit, yang rneliputi jurrdah pokok, bunga, provisi, denda, biaya dan 
atau kewajiban~kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit. 

"Kejadian Kelalaian" lx:nuti setiap kej2c!ian-kejadhn sebagaii'.1&1la dimaksud daram pasal 14 
Perjanjian !Credit. 

•"Lampiran" berarti iampiran·lamplnm yang dilekatkan dan merupakan s.atu kesatuan serta menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dati Perjanjian Kredit, yang berisi antara lain cara penarf..kan dan 
atau penggunaan serta iretentuan-ketentuan khusus untuk' setiap Fasilitas K.redit. 

"Pe!janjian Kredit" bemti perjanjian ini berikut segenap perpanjangan, pengubahan dan atau 
penambabannya. 

"Penjamin" berarti pihak lain yang rnengikatkan diri, gun a kepentingan BCA, untuk menanggung 
pemenuhan pernbayaran kernbali dengan tertib dan sebagaimana mestinya Hutang manakala 
DEBITOR !alai mernenuhi lrewajibannya berdasarkan Pe!janjian Kredit. 

"Tanggal PembeyarllO Banga" benuti tanggai dimana DEBITOR wajib melaknkan pembaY""'' 
bunga sebagaimana direaunkan lebib lanjut dalam pasal 4.2 Perjanjian !<J:edit. 

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH UI, 2002



J>asall 
JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FAS!LITAS KREDIT 

2.1. Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyctujui untuk 
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang rerdiri dari : 

... '' ..... '" ........ " "" ··············.'' ............. ' ............................. '' .. ' ...... '':".' ...... . 
2.2. DEBITOR dengan iui telah menyetujui jumlah pemberian Fasilitas Kredit tersebut. 

2.3. Fasilitas Kredit tersebut akan dipergunakan untuk ................................................ . 

DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran alas penggunaan Fasilitas Kredit 
terse but. 

Pasal3 
BAT AS WAKTU PENARIKAN DAN ATAUPENGGUNAA>'I FASIL!TAS KRED!T 

3.L Dengan memperhatikan ketenruan-ketentuan dalam Pe.tjanjian Kredit, Batas Waktu 
Fenarikan dan atau Penggunaan Fasilirns Kredit ditentukan sebagai berikut: 
'"' ........... ' .... ' ..... ''' ............. ' ........... ''''' ...... ' ..... ' ................... ' ................ ., .. 

3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas !Credit sebagaimana 
diuraikan dalam pa.'ial 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiba.n lagi untuk 
memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR. 

Pasal4 
JlUNGA DAN PROVISI 

4. L DEBITOR wajib membayar bunga sebesar: 

.. '' ............ ' ... '' ., ................... ' ........... '' ................... '." ...... '' ................... . 

4.2. Perhitungan bunga dilakukan seearn harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam 
puluh) hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kcpada BCA pada Tanggal Pembayaran 
Bunga, yaitu : 

........................................................................................................... 
dengan cam mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA atau dengan cara lain yang 
disepakati oleh para pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran Bunga tidak 
bo!eh melampaui tanggal dimana Fasi!itas Kredit wajib dibayar. 
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4.3. Besamya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat scsuai 
dengan perkembangan moneter. 

Perubahan besamya suku bunga akan diberitahukan secara tertulis oleh BCA kcpada 
DEBITOR dan berlaku efektif pada tane:gal sebagaimana yang tercantum dalam surat 
pemberitahuan tersebuL Surat pemberitahuan tersebut rnerupakan satu kesatuan dan haglan 
~ang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. 

4.4. Alas pemberian Fasilitas Kredit, DEBlTOR wajib membayar provisi kepada BCA sebesar : 

............................................................... , .......................................... . 

Provisi tersebut v.rajih dihayar pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan 
Perjanjian Kredit atau tanggal lain yang disetujui oleh BCA, dan selanjutnya pada saat 
penandatanganan Perubahan Perjanjian Krcdit mengenai perpanjangan dan atau 
penambahan Fasilitas Kredit tersebut 

4.5. Pembayaran provisl terSebut dapat dilakukan dengan earn mendebet rekening DEBlTOR 
yang ada pada BCA a!au dengan cara lain yang disepakati oleh para pihak. 

4.6. Untuk melaksanakan pendebetan atas rekenlng tersebu~ DEBITOR memberi kuasa kepada 
BCA sebagairnana diuraikan dalarn pasal19.1 Perjanjian Kredit. 

4.7. Apabi!a Tanggal Pembayaran Bunga dan atau tanggai pembayaran provisijatuh pada hari 
yang bukan merupakan Hari Kerja mak"a pembayaran bunga dan atau provisi wajib 
dilakukan oleh DEBITOR pada Hari Kerja sebelurnnya. 

4.8. Apabila Peljanjian Kredit Ielah di!andatangani narnun Fasilitas Kredil tidak dipergunakan 
oleh DEBITOR a tau Hutang menjadi jatuh waktu karena sebab yang tercantum dalam pasal 
14,3 Perjanjian Kredit atau terjadi kejadian sebagaimana diuraikan dalam pasal 18.3 
Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk mengembalikan kepada DEBIT OR 
provisi yang Ielah dibayarkan DEBITOR lrepada BCA. 

Pasal 5 
PEMBUKTIAN HUTANG 

Pembukuan dan catatan-ea!atan yl!llg Ielah dibuat oleh BCA mempakan bukti yang lengkap dan 
sempuma mengena: Hutang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR, kecuali apabila dapat 
dibuktilren sebali!mya. 

Pasal6 
SYARAT-SYARAT PENARIKAN DAN ATAU PENGGUNAAN r'ASILIT AS KREDIT 

6. L Penarikan dan a!au penggunaan Fasilitas Kredit dapat dilakukan oleh DEBITOR pada 
setiap Hari Kerja apabila DEBITOR Ielah memenuhi syarat-syarat sebagai beriknt : 
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a. DEBITOR dan ataa pemb<;ri Agunan telah menandatanguni Dolrumen Agunan, dan atau 
Penjamin teJah memmdatafigani akta pengikatan atas jaminan pribadi dan a tau jarninan 
perusahaan ( selanjlllnya disebut "Akta Pemberian Jaminan") dalam bentuk dan isi yang 
dapat diterima oleh BCA. 

b. DEBlTOR telah n=yernhkan kepada BCA: 
- dokumen-dokumen ash kepernilikan Agunan; 

· - fotokopi sesuai asli angganm dasar DEBITOR dan atau pemburi Agunan dan atau 
Penjamin berikutpembahan-perubahannya (apabils DEBlTOR beroentuk badan); dan 

- dokumen-doknlllt!!l lain yang diperlukan olah BCA seperti Nomor Pokok Wajib 
Pajak, Tanda Daftar Perosaha.an, surat ijin usaha. 

c. Tidak ada Kejadian K.elalaian yang berlangsnng atau suatu kejadian yang memberi 
akibat timbulnya K.ejadia" K.elalaian atau suatu kejadian yang dengan dilaknkannya 
pemberitahuan atau lewatnya·waktu atau kedua-duanya akan rnerupak:an suatu Kejadian 
Kelalaian. 

d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pemyataan sebagaimana dimaksud dalam pasal II 
Peljanjian Kredit adalah benar. 

6.2. Mewenuhi ketentu~tuan khusus mengenai Cara Penarikan dan atau Cara 
Penggunaan bagi Fasili!as Krerlit terteotu sebagaimana diatur lebih lanjut dalarn La:mpiran. 

Pasal7 
PEMBAYARAN HUTANG 

7.L Pembayaran Hutang waj.ib dilalmkan oleh DEBITOR dalarn mata uang yang saroa dengan 
Fasilitas !Credit yang diperoleh dan harus sudah efektif diterima oleh BCA melalui kantor 
cabangnya di Jalan ........................................................... , selambat-larnbetnya 
puknll !.00 (sebelas) Wlli<P1 setempat: 
•••••••••• ' ........ '''''' <4 ... ·~--······.'.' •••••••••••••••••••••••••• ''' ••••• '''' •••••• ' ' ''''''''''''''" .... . 

. ''''''' ...... '''' .... ''' ................ ·······'' ............................. '' ..... '''''.' ............ .. 
7.2. Apabila tanggal pembayaran Hutang jatuh pada hari yang bukan merupakan Hari Kelja 

maka pembayaran tersei>ut wajib dilak:ukan oleh DEBITOR pada Hari Kelja sebelumnya. 

7.3. Pembayaran Hutang yang diterirna oleh BCA setelah puknll LDO (sebelas) waktu setempat 
dianggap diterima olclt BCA pada Hari Kerja berikntnya. 

Pasal8 
DENDA 

8.!. Dalarn hal DEBITOR !alai melakukan pembayanm Hutang karena sebab apapun pada 
tanggal jatub waktunya maka DEBITOR wajib mernbayar denda alan ju.'lllah yang !alai 
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dibayar itu tcrhitung scjak tanggal jum!ah tcrsebut wajib diba;tar sampai jumlah tcrsebut 
dibayar seluruhnya sebesar ............................................................................. . 
...................................................... .................................................. . 

8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pcmbagi tetap 360 (tiga rntus 
enam puluh) hari dalam sctahun. 

Pasal9 
A GUN AN DAN ATAU JAMINAN 

Untuk tebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya 
Hutang, DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin denga.n ini menyerahkan Agunan 
dan atau jaminan pribadl dan atau jaminan perusahaan sebagai berikut : 

.................................................................................................................... 

PasallO 
ASURANSI 

!OJ. Selama DEBITOR belum membayar lunas Hutang atau Balas Waktu Penarikan dan atau 
Penggunaan Fasilitas !Credit belum berakhir maka Agunan yang menurut sifatnya dapat 
diasuransikan wajib diasuransikan oieh DEB!TOR terhadap bahaya kehakanm, kerusakan, 
kecurian atau babaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada perusahaan 
asuransi yang disei:'.1jui oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh 
BCA, dengan ketentuan bahwa premi asur:ansi dan biaya lain yang berkenaan dengan 
penutupan asuransi tersebut wajib ditanggung ofeh PEBITOR dan di dalam polis, BCA 
ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayanm berdasarkan 
asuransi itu (Banker's Clause). 

-Dalam hal DEBITOR !alai mengasuransikan Agunan dan atau memperpanjang asuransi 
maka dengan in! DEBITOR memberi kuasa kepada BCAJ tanpa BCA berkewaj~iJan untuk 
melaksanakannya, untJk mengasuransikan Agunan dan atau memperpanjang asuransi 
tersebut atas biaya DEBITOR, 

10.2.. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayarnn asutaiiSi tersebut di 
atas dlperhitungkan dengan Hutang. 

Pasall! 
PERNYATAAN 

DEBITOR dengan mr menyatakan dan menjamin BCA mengenai kebenaran hal-hal sehagai 
harikut: 

a, DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk menjalankan usaba-usaba DEB!TOR 
sebagaimana mestinya dan. dengan ini berjanji untuk rnemperpanjang atau memperbaharui ijin~ 
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ijin tcrsebut bilamana tclah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh 
pcraturan yang bcrlaku. 

b. Tidak ada suatu perka.ra pcrdata, tata usaha ncgara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara 
pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam atau dapat menimbulkan 
akibat terhadap DEBITOR atau hma kekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan 
keuangan atau usaha-usana DEBITOR atau dapat mengganggu kcmampuan DBBITOR untuk 
melaksru::ala.;n kewajlbannya berdasarkan Perjanjian Kredit 

c. Semua dok<Jmen, data dan keterangan yang telah diberikan oleb DEBITOR kepada BCA adalah 
benar dan tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang tidak diberitahukan oleh 
DEB!TOR yang apabila diberikan atau diberitabukan olen DEBITOR kepada BCA dapat 
mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian Fasilitas Kredit. 

Pasall2 
HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR 

DEBlTOR wajib, kecuali bilamaoa BCA meiepaska.n ketentuan itu seeara tertulis untuk: 

a. mentaati semua undaog-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah. petunjuk atau 
instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEB!TOR; 

b. segera memberitahukan k:epada BCA tentang adanya semua perkara yang menyangkut 
DEBITOR, baik perdata, tata usaba negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana 
yang akan mempengaruhi usaha rnaupun harts kekay11an DEBITOR; 

c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis_ setiap tetjadi perubahan anggaran dasar 
serta perub:ahan susunan Direksi, Komisaris dan atau pemegang saham DEBITOR {apabila 
DEB!TOR berbentuk badan); 

d, merr.bayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta 
pelaksanaan ketentuan~ketentuan Peljanjian Kredtt meskipun Fasi1itas K.redit tidak 
dipergunakan dan atau Perjanjian Kredit dibatalkan; 

e. memberikan segala keterar.gan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian 
Fasilitas Kredit; 

f. mernpertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang 
telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR; 

g. menyerabkan laponm keuangan setiap ........ (. ........................... )bulan, dalam hal Fasilitas 
Kredit yang diberikan oleh BCA kepada DEB!TOR dalarnjumlah yang sama atau lebih deri Rp 
....... '' ... ' .. ' .......................... ( ..................................................... .. 
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... . . . .. .. .. .. .. .. .. . ) a tau nilai yang setam dalam mata 
uang lainnya dan Fasilitas Kredit yang diberikan tidak dijamin selurunnya dengan produk dana 
BCA. 
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Pasal 13 
HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR 

Selama DEB1TOR belum memhayar lunas Hutang atau Batas Waktu Penarikan dan atau 
Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, DEBITOR tidak dipcrkenankan untuk melakukan hal
hal berikut di bawab lni, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA : 

a. memperoleh plnjaman uang/.kredlt baru dari pihak lain dan atau mengikatkan dirl sebagai 
penanggunglpenjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun juga dan arau mengagunkan 
harta kekayaan DEBITOR; 

b, meminjamkan uang. termasuk tetapi tidak tcrbatas kepada perusahaan afiHasinya, kccuali 
dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; 

c. apabila DEBITOR berbentuk badan : 
(i) melakukan peleburant penggabungan, pengambi!alihan, pembubaran; 
(ii) mengubah status kelembagaan. 

Pasall4 
KEJADIAN KELALAIAN 

14. 1. Kejadian Kelalaian tirnbul apabila terjadi satu atau 1ebih dari kejadlan-kejadian tersebut Ci 
bawah ini; 

a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Hutang pada wakru dan dengan cara sebagaimana 
ditentuk:an dalam Petjanjian Kredit; 

b. DEBITOR !alai atau tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan yang 
dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13 atau ketentuan~ketentuan lainnya dalam 
Perjanjian Kredit serta perjanjlan lairmya sehubung:an dengan Perjanjian Kredlt, bai¥ 
yang tc!~l::t ada maupun yang akan dlbual dikernudian hari; 

c. pemberi Agunan dan atau Per1jamln meJaiaikan kewajibannya berdasarkan Dokumen 
Agunan dan atau Akta Pemberian Jaminan; 

d. 'pihak lain yang hutangnya dijamin dengan agunan dan atau jaminan pribadi dan atau 
jaminan perusahaan yang sama dengan agunan dan atau jaminan DEBITOR telah 
dinyatakan !alai oleh BCA; 

e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit tersebut menyimpang dari maksud dan tujuan 
penggunaannya; 

f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan, bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR dan 
atau Penjamin mundur sedemikian rupa sehingga mempengaruhi kemampuan 
DEBITOR dan atau Penjamin dalam melakukan pembayaran Hutang; 
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g. DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau Penjamin mengajukan pennohonan pailit 
atau penundaan kewajiban pembayaran utang alau dinyatakan pai1it atau karena sebab 
apapun tidak berbak lagi untuk mengurus <!an menguasai barta kcka.yaan DEBITOR dan 
atau pemberi Agunan dan atau Penjamin; 

h. sebagian besar atru seluruh haria kekayaan DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan 
atau Penjamin disita akibat terkena suatu perkara atau sengketa yang secara material 
dapat mempcngaruhi kemampuan DEBITOR dalam memenuhi kewajibannya 
berdasarkan Perjanjian Kredlt; 

r. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan alau pemberi Agunan musnah, berkurang 
nilainya atau disita pihak lain baik sebagian atau seluruhnya atau karena sesuatu hal 
berakhir hak penguasaannya! kecuali apabila DEBITOR dan atau pemberi Agunan 
memberikan pengganti atas Agunan yang disetujui oleh BCA; 

j, suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yang diserahkan olch DEBITOR dan atau 
pemberi Agunan dan atau Penjamin kepada BCA atau suatu keterangan atau pernyataan 
yang diberikan kapada BCA, tennasuk tetapi tidak. terbalas pada Pemyataan 
sebagaimana tercantum dalam pasal ll Perjanjian Kredit. terbukti tidak benar; 

k. perkara di Pengadilan yang menurut penilaian BCA dapal mengakibatkan DEBITO R 
dan atau Penjamin wajib membayar ganti rugi dan atau pembayaran 1ainnya yang secara 
material dapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR dao atau Penjamin untuk 
.melakukan pembayaran Hutang~ 

L DEBITOR dan atau Penjamin melakukan tindakan yang melanggar suatu ketentuao atau 
peratur.m hukum yang berlaku yairg dapal mengakibalkan ijin usaha DEB!TOR dan 
atau Penjamin dicabut dan atau secara Iangsung rnaupun tidak iangsung dapat 
mempengaruhi lremampuan DEBITOR untuk memenuhl kewajibannya berdasarkan 
Pe!janjian Kredi~ 

m. DEBITOR atau Penjamin meninggal dunia (dalam hal DEB !TOR atau Penjamin bukan 
berbentuk badan). 

14.2. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Petjanjian 
Kredit dalam suatu waktu yang l)iletapkan dan DEBITOR !alai melaksanakannya maka 
dengan lewatnya waktu saja sudan merupakan bukli yang sah dan cukup untuk kelalaian 
DEBITOR selringga tidak diperlukan suatu pemberilahuan (sollll!Si) atau surat lain yang 
sentpa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita. 

14.3. Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit, BCA 
berhak, dengan meagesampingkan kelentuan pasal 1266 !Gtab Undang-undang Hukum 
Perdata, khususnya yang mengatur k-eharusa.n untuk mengajukan permohonan pembatalan 
perjanjian melalui Pengadilan Negnri, menyatakan Hutang menjadi jatulr waktu seketika 
dan wajib dibayor sekaligus lunas olen DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan 

i 
! 
' ' I 

Klausula Baku..., Sri Buena Brahmana, FH UI, 2002



kctcntuan Pcmbayaran Hutang sebagaimana ditentukan dalam rasal 7 Petjanjlan Kredit 
dengan ketentuan kewajiban-kewajiban DEBITOR ya'ng timbuJ dari Perjanjian Kredlt tctap 
wajib dipenuhi. 

14.4. Daiam hal Hutang mcnjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam pasall4.3 Perjanjian 
Kredit maka BCA berhak unluk melaksanakan hak-haknya sciaku kredltor untuk 
memperoJeh pengembalian Hutang dengan ja.lan pelaksanaan hak-haknya terhadap 
DEBITOR dan atau barta kekayaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan 
hak-hak BCA terhadap Agunan dan atau Penjamin, 

PasallS 
PENGGUNAANPEMBAYARAN 

l5J. Setiap jumlah uang yang diperoleh BCA dari pembayaran Hutang dan atau karena 
dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan ataG atas jaminan pribadi dan atau 
jaminan perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan atau pemberi Agunan dan atau 
Penjamin berdasark:an Peljanjian Kredit, Dokumen Agunan, Akta Pemberian Jaminan atau 
dokurnen [ainnya dan atau karena pelaksanaan kompensasi akan digunaka.n dengan urutan 
prioritas s:ebagai berikut: 

-Pertama : untuk memb::tyar semua biaya yang dikeluarlcan atau dibayar oleh BCA : 
- dalam meiaksanakan tugas-tugas BCA s:ehubungan dengan PeJjanjian Kredit 

yang belum dibayar oleh DEBITOR: 
- dalarn mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, 

menyimpan, mengangkut ke tempat penjua!an dan atau menjual Agunan atau 
sebagian daripadanya termasuk ongkos-ongkos pengadilan, biaya penasehat 
hukum atau pengacara serta biaya lelang. 

-Kedua untuk pcmbayaran lunas dari seluruh denda yang timbul tetapi belum dibayar 
DF.RITOR kepada BCA sehubu:lg'3ll dengan Perjanjian Kredit; 

-Ketiga ; untuk pembayaran iunas dad seluruh bunga yang timbul dan atau provisi yang 
belum dibayar DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Petjanjian Krcdit; 

-Keernpat : untuk pembayaran ·lunas dari jumlah pokok yang wajib dibayar oleh 
DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan Petjanjian Kredil. 

15.2. Apabila setelah semua kewajiban yang menjedi beban DEBITOR dibayar lunas dan 
temyata masih terdapat keiebihan uang maka BCA akan menyerahkan kelebiFan uang 
terscbut kepada DEBITOR atau pihak yang berhak atas kelebihan uang tersebut 

Pasal 16 
PAJAK 
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16.1. Semua dan setiap jumlah uang yang wajib dibayar oleh DEB!T()R kcpada BCA 
berdasarkan Petjanjian Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan 
pajak. pungutan, iuran atau beban bernpa apapun dan berapapun. 

16.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau peraturnn hukum yang beriaku untuk 
melakukan pemotongan atau pengurangan alas jumlah uar:g yang wajib dibayamy-a 
bcr<lasarkan l'erjanjian Kredit maka DEBITOR wajib membayar suaru jumlah tambahan 
kepada BCA yang besamya sedemikian rupa sehingga setelah dilakukan pemotongon atau 
pengurangan tersebuf BCA akan menerima dari DEBITOR suatu jum!ah uang ya.og sama 
besarnya seakan-akan tidak pemah dilakukan pemotongon atau pengurangon ternebut. 

Pasal17 
PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT 

Dalam hal dilakukan perubahan atas ketenruan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maku perubahan 
dimaksud akan diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangant oleh para 
pihak, peljanjian atau surat mana merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahk.an dari 
Perjanjian Kredit. 

Pasall8 
LAIN-LAIN 

18.1. BCA berbak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindabkan atau 
mengalihkan dengan cara apapun sebagian a tau seluruh hak dan a tau kewajiban BCA daiam 
memharikan Fasilitas Kredit berllasarkan Perjanjian Kredit kepada lembagakeuangan. hank 
atau kreditor Jainnya yang .Pelaksanaannya cukup dengan rnemberitahuk.an secara tertulis 
kepada DEBITOR. 

-Untuk keperluan tersobut, DEBITOR sekarang untuk nanti pada wakrunya, member! kuasa 
kepada BCA untuk memberikon semua data dan alau keterangan yang diperlakan kepada 
lembaga keuangan, bank atau kreditor lainnya. 

18.2. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memblokir/membekukan 
dan atau mencairkan dan atau mendebet dana yang terdapat dalam rekening-rekening 
DEBITOR yang diadministrasikan oleh BCA dan mempeagunaken hasilny!l unruk 
diperhitungkan atau dikompensasiken dengan Hutang dalam hal terjadi kelalaian 
sebagaimona diatur dalam pasal 14.1 Perjanjian Kredit. 

18.3. DEB !TOR dengan ini menyetujui dalam hal teJjadi perubahan dalam bidang moneter, 
keuangan, ekonorni •tau politik ya.,g mempengaruhi secara materiallikuiditas BCA, haik 
secara laugsnng maupun tidak langsung, BCA seriap saat berhak : 

(i) menunda tanggal penarikan dan atau penggunaan Fasilitas Kredit yang di>Jukan oleh 
DEBITOR; dan atau 

(ii) menurunkan jurniah Fasilitas Kredit; dan a tau 
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(iii) mengganti pemberian Fasilitas Krcdit scbagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 
Perjanjian Kredit dengan mata uaog lain yang tersedia pada BCA; dan atau 

(iv) menghentikan pemberian Fasilitas Kredit. 

-Dalam hal BCA Ielah melaksanakan hak BCA sebagaimana tersebut di alaS, BCA akan 
memberitahukan secara tertulis pelaksanaarmya kepada DEBITOR. Surat pemberilahuan 
tersebut merupakan satt1 kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan darrPerjanjian Kredit. 

18.4. Kegagalan dan atau keter!ambatan BCA untuk menggun3kan sesuatu hak. kekuasaan atau 
bak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit tidak berarti bahwa BCA telah 
melepaskan hak-hak tersebut di atas, demikianjuga peiaksanaan satu per satu atau sebagian 
dari bak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Perjanjian Kredit, tidak ak:an menghalang! 
pelaksanaan se1anjutnya dari hak-hak tersebut di atas. 

!8.5. Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan 
tidak: ber1aku atau tidak dapat dilaksanakan oleh Per.gadilan yang berwenang atau dianggap 
bertentangan rlengan ketentuan atau peraturan peruni::lang-undangan yang beriaku maka 
ketentuan-ketentuan lainnya yang terdapat dalam Petjanjian Kredit akan tetap berlaku dan 
mengikat para pihak. 

1&.6. Perjanjian Kredit berlaku bagi para pibak dan para pengganti hak dari masing-masing 
pihak, dengan k<:tentuan bahwa DEBITOR tidah dapat memindabkan dan atau 
menyerahkan suatu hak Oan atau kewajiban DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan 
atau peJjanjian-peJjaf'jian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Kredit, tanpa persctujuan 
tertulis tetlebih dahuln dari BCA. 

18.7. Syarat-syarat dan ketentuan-ketent.uan yang terdapat dalam Perjanjian Kredit berlak:u dan 
mengikat para pihak sampai dengan dipenuhinya seluroh kewajiban DEBITOR kepada 
BCA berdasarkan Perjanj!an Kredit 

Pasal19 
KUASA 

t9.L Untuk keperiuan pelaksanaan pembayaran Hutang sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini 
DEBITOR memberi kuasa kepada BCA untuk melaksa:nakan pendebetan alaS dana yang 
terdapat dalam rekening DEBITOR. 

19.2. Uniuk lebih memastikan ketertiban pembayaran kembali Hutang sebagammna dimaksnd 
dalam pasal 18.2 Petjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang ini uniuk nanti pacta waktunya, 
memberi kuasa kcpada BCA1 untuk dan atas nama DEBITOR. mencairkan dan atau dengan 
cara lain rnendebat dana yang terdapat dalam rekening-rekening DEB!TOR yang 
diadministrasikan oleh BCA. 

i9.3. Semua kuasa yang tetcantum daiam Perjanjian Kredit merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peljanjian Kredit dan oleh karena itn kuasa-kuasa ternebut tidak dapat 
ditarik kembali dan atau dibatalkan dengan cara apapun juga lennasuk karena sebab-sebab 
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yang dimaksud dalam pasal 18 !3, !8!4 dan !816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
se!ama Hutang berdasarkan Perjanjlan Kredit belum lunas seluruhnya. 

Pasa!20 
KEl'ENTUAN-KETENTUAN KIIUSUS 

Terhadap Fasilitas Kredit tersehut di atas berlaku juga syarat-syarat khusus dan kclcntuan
kctentuan sebagaimana diatur Iebih lanjut dalam Lampiran (-iampiran) yang akan disesuaikan 
dengan Fasi!itas Kredit yang diberikan BCA dan diterima DEB !TOR, o!eh karena itu Lampiran 
(-lampiran) tersebut dari waktu ke waktu akan disesuaikan dengan Fasilitas Kredit yang diterima 
oleb DEBITOR. 

Lampiran (-lampiran) tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisah.kan dari 
Peljanjian Kredit. 

Pasal21 
YURISDIKSI 

Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, BCA dan DllB!TOR memilih 
tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri 
.......................................................... di ..................................... > tanpa mengurangi hak 
BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan pengadilan lain di dalam wilayab Republik 
Indonesia berdasarkan ketentuan yang betlaku. 

Petjanjian Kredit ini dibuat di , .............. , ............................ , ... ,,, ........... , .. ,,,., pada tangga! 
. ' ............................................................ ···--·· ······· .. ' ... ······ ·-····· ... '' '' ······'' ................. . 

BCA DEBITOR 

( ................. ' ... , .......................... , ........ ~) (. ....... , ................................ ''''' ... ' .. .,,,,,,) 
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Lampi ran Pcrjanji'an Kredit tanggal ... , , ........ ,, ............... nomor ..... ,, ............................. . 

KETENTUAN BAG! FASILITAS INSTALLMENT LOAN 

L CARAPENAIUKAN 

ll. 

Penarikan fasilitas Installment Loan dapat dllakukan oleh DEBITOR apabila : 

L DEBITOR mengajukan permohonan penarikan fasilitas Installment Loan selambat
lambatnya l (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan fasilitas Installment Loan 
yang direncanakan; 

2. dilak:ukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasa13 Perjanjian Kredit. 

PEMBA Y ARAN KEMBALI Y ANQ DIPERCEPAT 

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau seluruh jurnlah uang yang terutang 
sebelum tanggal jatuh wak:tu sebagaimana ditcntukan dalam Daftar Angsuran, tanpa 
dikenakan denda. sepanjang mengindahkan ketentuan~ketentuan sebagai berikut: 

a. DEBITOR memberitahukan secam tertulis kepada BCA selambat-lambatnya l (satu) 
Hari Kerja sebeium tanggal yang diusulk:an untuk melakukan pembayaran kembalt 
yang dipercepat1 dcngan menyebut:kan jumtah dan tanggal pembayaran akan 
diia ksanakan; 

b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalka.n oleh DEBITOR; 

c. dilakukan pada Tanggal I'embayara:;.-, Bunga; 

d. jum1ah yang telah dibayarkan tersebut tidak dapat ditarik kembali atau dipergunakan 
kembali dengan alasan apa pun. 

Ill. KETENTUANKHUSUS 

Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau pembayaran kemhali yang d;percepat 
dania tau keterlambatan pembayaran kembal~ BCA akan memperhitungkan kembali jumlan 
pembayaran angaurnn pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR kepada BCA, 
dan karenanya BCA akan rnengeluarkan Daftar Angsuran yang barn sebagai pengganti 
Daftar Angsuran yang lama. 

ILS 846/C/2003 112 RA. IB/6B/l OT 
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Dafiar (-daftar} Angsuran tersebut mcrupakan satu kes<rtuan dan bagian yang tidak terpisal1 
dari Perjanjian Kredit. 

' DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas perhitungan yang dilakukan oieb 
BCA dan tunduk pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar olch DEBITOR kepada 
BCA sebagaimana tcrcantum dalam Daftar Angsuran tersebut 
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Lampi ran Perjanjian Kredit tanggal ............... , ...... nomor ............................ " ............ . 

KETENTUAN BAG( FASILITAS KREDIT LOKAL (REKENING KORAN) 

CARA PENARJKAN 

Penarikan fastlitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dapat dilakukan oleh DEBITOR dengan cara : 

1. DEBITOR menyerahkan cek, bityet giro, $Urat perintah transfer1 surat perintah pembebanan 
atau tanda penerimaan uang lainnya yang disetujui oieb BCA yang ditandatangani o!eh pihak 
yang bexwenang; 

2. dilakuknn dalam BalaS Waktu Penariknn dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana 
dimaksud dalarn ketentuan pasal 3 Peljanjian Kredit. 
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Lampiran Petjanjian Kredit tanggaf .......................... nomor ........... , , .. , ............... , ..... ~ ... 

KETENTUAN BAGI FASILITAS TIME LOAN REVOLVING 

I. CARA PENARIKAN 

Penarikan fasilitas Time Loan Revolving dapat dilakukan oleh DBBITOR apahila: 
. ' 

1. DEBITOR mengajukan permohonan penarik:an fasilitas Time Loan Revolving 
seiambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal penarik:an fasilitas Time 
Loan Revolving yang direncanakan; 

2. DEBITOR telah mengisi, menandatangani dan menyerahkan Surat Sanggup!Aksep 
dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BCA; 

3. dilakukan dalam Batas Waktu Penarikan daniatau Penggunaan Fasilitas Kredit 
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal3 Peijanj:an Kredit 

II. !'EMBAYARANKE!v!BAI.I YANG DIPERCEPAT 

DEBITOR dapat membayar kembali sebagian atau selurnh jumlah uang yang terutang 
:.ebelum tanggal jatuh waktu sebagairnana ditentukan dalam Surat Sanggup/Aksep, tanpa 
dikenakan denda, sepanjang men'gindahkan ketentuan~ketentuan sebagai berikut: 

a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada BCA selambat-!ambatnya I (satu) 
Hari Kerja sebelum tanggal yang diusulkan untuk melakukan pembayanm kembah 
yang dipcrcepat, dengan menyehutkan jumiah dan tanggal pembayaran akan 
dilaksanakan~ 

b ~omberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh DEBITOR. 
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